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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya

TERSERTIFIKASI DEWAN PERS
No. 376/DP-Terveri� kasi/K/VI/2019
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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■ Baca PARMOUT... Hal. 7

■ Baca PEMPROV... Hal. 7

■ Baca WAGUB... Hal. 7

■ Baca PEMERINTAH... Hal. 7

■ Baca PT VALE... Hal. 7■ Baca WASPADA... Hal. 7

PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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Baca EKS BALAI Hal. 7

Nikmati Sensasi
Lodeh Salmon dan Iced 
Pandan Wangi di HSP

Polres Parigi 
Moutong Wujudkan 
Mimpi Supri Miliki 
Rumah Layak Huni

Tenun Buya Subi Donggala 
Diperkenalkan ke Dunia Internasional

Baca POLRES Hal. 7

Baca TENUN Hal. 7

Eks Balai Benih Ikan 
Langko Berpotensi 

jadi Destinasi Wisata

Pendapatan Daerah Sulteng 
Tercatat Rp5,56 Triliun 

Kades Tombi Akui Ada Pungutan
Rp15 Juta dari Aktivitas PETI

SULTENG RAYA – Dugaan adanya pun-
gutan yang terstruktur dari aktivitas Pertam-

bangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Tom-
bi, Kecamatan Ampibabo, kembali mencuat.

Pungutan yang disebut 
sebagai “jatah kontribusi” 
itu diduga menjadi syarat 
wajib bagi setiap pemodal 
sebelum dapat memasukkan 
alat berat maupun membuka 
lokasi penggalian di ka-
wasan tambang ilegal.

Informasi yang dihim-
pun menyebutkan, besaran 
pungutan diduga mencapai 
puluhan juta rupiah untuk 
setiap aktivitas pertamban-
gan.

 Mekanisme pengumpu-
lannya pun disebut telah 
diatur secara sistematis, 
mulai dari besaran kontri-
busi, pihak yang menerima, 
hingga pembagian hasil dan 
penentuan lahan yang akan 
digarap.

Seorang sumber yang 
mengaku pernah ditawari 
mengoperasikan alat be-

rat di lokasi PETI Tombi 
mengungkapkan, seluruh 
kewajiban tersebut harus 
dipenuhi sebelum aktivitas 
pertambangan dimulai.

“Itu sudah menjadi ke-
sepakatan. Sebelum me-
masukkan alat berat, wajib 
terlebih dahulu memenuhi 
kesepakatan tersebut,” ujar 
sumber.

Menanggapi informasi 
tersebut, Kepala Desa Tom-
bi, Baso, membenarkan ada-
nya pungutan dari aktivitas 
PETI di wilayahnya.

Namun, ia membantah 
nominal yang disebut men-
capai Rp40 juta melainkan 
hanya Rp15 juta. Ia mene-
gaskan pemerintah desa 
tidak terlibat dalam meka-
nisme tersebut.

SALAH SATU talang PETI di Desa Tombi yang ditemukan petugas pada penertiban PETI beberapa waktu lalu. FOTO:  IST

SULTENG RAYA - Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan (Kanwil 
DJPb) Sulteng mencatat rea-

lisasi pendapatan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Dae-
rah (APBD) Provinsi Sula-
wesi Tengah hingga 31 Mei 

2026 mencapai Rp5,56 triliun 
atau 26,17 persen dari target.

Baca PENDAPATAN Hal. 7

Baca KADES Hal. 7

KADO HARI BHAYANGKARA

KAPOLRES Parigi Moutong, AKBP Hendrawan, A.N bersama 
Ketua Bhayangkari Cabang Parigi Moutong, Ny. Bibit Hendra-
wan melakukan pengguntingan pita pada acara pengresmian 
bedah rumah milik Supri di Desa Pangi, Senin (6/7/2026). FOTO: 
HUMAS POLRES PARIGI MOUTONG

SULTENG RAYA – Senyum haru tak dapat di-
sembunyikan dari wajah Supri saat menerima kunci 
rumah barunya, Senin (6/7/2026). 

Warga Desa Pangi, Kecamatan Parigi Utara, 
Kabupaten Parigi Moutong itu akhirnya memiliki 
tempat tinggal yang layak huni setelah rumahnya 
dibedah melalui program Bakti Sosial Bedah Rumah 
yang digelar Polres Parigi Moutong dalam rangka 
Hari Bhayangkara ke-80.

KEPALA DINAS Pariwisata Provinsi Sulteng Diah Agustiningsih memperkenalkan Tenun Buya Subi dari Donggala 
pada kegiatan Eco Fashion Showcase Buya Subi di Perth, Australia. FOTO: ANTARA/PPID DINAS PARIWISATA SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 
Tengah (Sulteng) memper-
kenalkan Tenun Buya Subi 
dari Kabupaten Donggala ke 
dunia internasional melalui 

Festival Buya Subi 2026.
Kepala Dinas Pariwisata 

Provinsi Sulawesi Tengah 
Diah Agustiningsih di Palu, 
Senin, mengatakan festival 
tersebut menjadi momen-

tum penting untuk memper-
kenalkan Tenun Buya Subi 
sebagai warisan budaya 
Indonesia ke dunia interna-
sional sekaligus mendorong 
pengembangan industri 

fesyen berkelanjutan berba-
sis budaya lokal.

“Festival Buya Subi bu-
kan sekadar perayaan seni 
dan budaya, tetapi menja-
di langkah strategis untuk 
memperkenalkan Tenun 
Donggala ke pasar interna-
sional,” katanya.

Ia menjelaskan festival 
yang akan digelar pada 7 Juli 
2026 di Desa Wisata Towale, 

Kecamatan Banawa Tengah, 
Kabupaten Donggala itu 
merupakan hasil kerja sama 
dengan Eco Fashion Week 
Australia (EFWA). 

Ia mengatakan kegiatan 
tersebut sekaligus menandai 
dimulainya Buya Subi Pro-
ject 2026-2030 yang berfo-
kus pada pelestarian tenun 

SULTENG RAYA – Memasuki bulan Juli 2026, 
Hotel Santika Palu (HSP) kembali memanjakan 
para pecinta kuliner di Kota Palu.

Melalui konsep fusion lokal-modern, hotel ini 
meluncurkan menu Food & Beverage [F&B] terbaru 
yang memadukan cita rasa tradisional dengan 
sentuhan premium.

Menu andalan bulan ini adalah Lodeh Salmon 
Sambal Rawit. Hidangan legendaris sayur lodeh 
dihadirkan dengan twist modern.

“Fillet ikan salmon panggang yang lembut dan 
kaya nutrisi dipadu-
kan dengan kuah 
santan berem-
pah, manisnya 
jagung, gurih-
nya tahu, serta 
sengatan pedas 
sambal rawit 
asli. 

BUPATI SIGI 
Moh Rizal 

Intjenae (kiri) 
saat memu-

kul gong 
tanda dimu-

lainya kick 
off Festival 

Danau Lindu 
tahun 2026 

di Kecamatan 
Lindu, Ka-

bupaten Sigi. 
FOTO:  ANTARA/

PEMKAB SIGI

SULTENG RAYA  - Bupa-
ti Kabupaten Sigi,  Moh 
Rizal Intjenae  menyebutkan 
bekas Balai Benih Ikan di 
Desa Langko Kecamatan 
Lindu bisa dikembangkan 
menjadi kawasan wisata 
mancing termasuk pada saat 
pelaksanaan Festival Danau 
Lindu (FDL) 2026.

“Lahan bekas balai benih 
itu cukup luas, bisa dikem-
bangkan menjadi kolam 

pemancingan dan menjadi 
daya tarik wisata baru mel-
alui penyelenggaraan lomba 
memancing,” kata Rizal saat 
ditemui awak media di Sigi, 
Minggu.

Ia mengemukakan melalui 
pengembangan kawasan wi-
sata di Danau Lindu dapat 
meningkatkan jumlah kun-
jungan wisatawan di daerah 

Baca

NIKMATI
Hal. 7

L O D E H 
Salmon dan Ice 
Pandan Wangi. 

FOTO: IST
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SULTENG RAYA – Satuan Reser-
se Narkoba (Satresnarkoba) Polres 
Poso kembali mengungkap kasus 
peredaran gelap narkotika di wila-
yah Kabupaten Poso. Seorang pria 
berinisial SH (32) alias H, warga 
Desa Pandajaya, Kecamatan Pamona 
Selatan, ditangkap setelah kedapatan 
membawa narkotika jenis sabu sebe-
rat 15,13 gram bruto.

Penangkapan terhadap tersangka 
dilakukan pada Kamis (2/7/2026) se-
kira pukul 16.00 Wita, di Jalan Trans 
Sulawesi, Desa Pendolo, Kecamatan 
Pamona Selatan. Pengungkapan 
kasus tersebut berawal dari kegi-
atan patroli dan penyelidikan yang 
dilakukan personel Polsek Pamona 
Selatan di bawah pimpinan Kapolsek 
Pamona Selatan,Iptu Oktavianus 
Batara, S.H.

Saat melaksanakan patroli, petugas 
mencurigai gerak-gerik tersangka 
sehingga dilakukan penghentian 
dan pemeriksaan di lokasi kejadian. 
Penggeledahan terhadap badan dan 
kendaraan tersangka dilakukan 
dengan disaksikan oleh masyarakat 
setempat. Dari hasil penggeledahan, 
petugas menemukan satu paket 

plastik bening berisi kristal bening 
yang diduga narkotika golongan I 
jenis sabu. Setelah dilakukan penim-
bangan, barang bukti sabu tersebut 
memiliki berat bruto 15,13 gram.

Selain sabu, polisi turut menga-
mankan dua unit telepon genggam, 
uang tunai sebesar Rp5.089.000 
yang diduga merupakan hasil 
transaksi narkoba, satu tas merek 
INDIES berwarna hitam, serta satu 
unit mobil Daihatsu putih bernomor 
polisi DN 8330 ED yang digunakan 
tersangka.

Selanjutnya, tersangka beserta se-
luruh barang bukti dibawa ke Kantor 
Satresnarkoba Polres Poso untuk 
menjalani pemeriksaan dan proses 
penyidikan lebih lanjut.

Kasat Resnarkoba Polres Poso, 
Iptu Kadriawan, S.Pd., M.H., mem-
benarkan penangkapan tersebut dan 
mengapresiasi kerja cepat serta siner-
gi antara Satresnarkoba Polres Poso 
dan Polsek Pamona Selatan.

Menurutnya, petugas berhasil 
mengamankan seorang tersangka 
pengedar sabu dengan barang bukti 
yang tergolong cukup besar, yakni 
lebih dari 15 gram bruto.

Ia menambahkan, selain narkotika, 
polisi juga menyita uang tunai dan 
sejumlah aset yang diduga berasal 
dari hasil peredaran narkoba, terma-
suk mobil yang digunakan tersangka 
untuk kepentingan penyidikan dan 
pembuktian di pengadilan.

Atas perbuatannya, tersangka 
disangkakan melanggar Pasal 114 
Ayat (1) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika atau Pasal 609 
Ayat (1) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 ten-
tang Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) juncto Undang-Un-
dang Nomor 1 Tahun 2026 tentang 
Penyesuaian Pidana.

Kasat menegaskan bahwa Polres 
Poso berkomitmen untuk terus mem-
berantas peredaran narkoba dan 
tidak akan memberikan ruang bagi 
pengedar, bandar maupun pengguna 
narkotika di wilayah Kabupaten Poso.

Ia juga mengajak masyarakat 
untuk berperan aktif membantu ke-
polisian dengan melaporkan apabila 
mengetahui adanya dugaan pereda-
ran gelap narkotika di lingkungan 
masing-masing. AMR

SULTENG RAYA – Satuan 
Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tojo 
Una-una (Touna) memberikan so-
sialisasi keselamatan berlalu lintas 
kepada puluhan siswa baru SMA 
Negeri 2 Ratolindo dalam rangka 
Masa Pengenalan Lingkungan 
Sekolah (MPLS), Senin (6/7/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 
09.30 Wita itu dilaksanakan di SMA 
Negeri 2 Ratolindo, Kecamatan Ra-
tolindo, Kabupaten Tojo Una Una. 
Sosialisasi dipandu oleh Ps. Kanit 
Kamsel Satlantas Polres Touna, 
Bripka Muhammad Faisal, dan 
diikuti sekitar 50 siswa baru.

Kasat Lantas Polres Tojo Una 
Una, AKP H. Siswanto, S.H., M.H., 
mengatakan kegiatan tersebut 
merupakan upaya menanamkan 
kesadaran tertib berlalu lintas sejak 
dini kepada para pelajar.

Menurutnya, pelajar merupakan 
salah satu kelompok pengguna 
jalan yang perlu dibekali pemaha-

man mengenai pentingnya kese-
lamatan saat berkendara maupun 
saat menjadi pengguna jalan.

“Melalui kegiatan ini kami in-
gin menumbuhkan budaya tertib 
berlalu lintas sejak usia sekolah. 
Keselamatan di jalan harus menjadi 
kebutuhan, sehingga para pelajar 
memahami pentingnya mematuhi 
aturan lalu lintas demi melindungi 
diri sendiri maupun pengguna 
jalan lainnya,” ujar Siswanto.

Ia berharap materi yang dibe-
rikan selama sosialisasi dapat 
diterapkan dalam kehidupan seha-
ri-hari, sehingga mampu menekan 
angka pelanggaran dan kecelakaan 
lalu lintas yang melibatkan kalan-
gan pelajar.

Kegiatan berlangsung dengan 
tertib dan mendapat antusias dari 
para peserta yang mengikuti rang-
kaian sosialisasi sebagai bagian 
dari agenda MPLS di SMA Negeri 
2 Ratolindo. AMR

Siswa Baru SMAN 2 
Ratolindo Diedukasi 

Keselamatan Berlalu Lintas 

SEJUMLAH siswa SMAN 2 Ratolindo, berfoto bersama usai mengikuti edukasi ke-
selamatan berlalu lintas oleh Satlantas Polres Touna, Senin (6/7/2026).FOTO: IST

SULTENG RAYA - Wakapolres 
Donggala Kompol Alfius, S.H.mene-
kankan pentingnya menumbuhkan 
rasa cinta terhadap tugas dan tang-
gung jawab sebagai anggota Polri. 
Menurutnya, setiap personel harus 
bekerja dengan penuh dedikasi dan 
tidak membiarkan rasa malas meng-
hambat pelaksanaan tugas.

“Cintai tugasmu dan jangan biar-
kan rasa malas menggerogotimu,” 
demikian ditegaskan Wakapolres, 
saat memimpin apel pagi di Mapol-
res Donggala, Senin (6/7/2026). 

Selain itu, Wakapolres juga menga-
jak seluruh personel untuk senantia-
sa bekerja dengan penuh rasa syukur 
dan keikhlasan. Ia menegaskan 

bahwa pengabdian yang dilakukan 
dengan hati yang tulus akan mem-
berikan hasil yang lebih baik dalam 
memberikan pelayanan kepada 
masyarakat.

Tidak hanya menyoroti pelaksa-
naan tugas, wakapolres turut mengin-
gatkan pentingnya menjaga kesehatan 
diri dan keluarga. Menurutnya, kon-
disi fisik yang prima dan keharmo-
nisan keluarga menjadi modal utama 
bagi setiap personel dalam menjalan-
kan tugas secara optimal.

Sementara, Kasi Humas Iptu Andi 
Marjianto menambahkan, melalui 
apel pagi jam pimpinan tersebut, 
diharapkan seluruh personel Polres 
Donggala semakin termotivasi untuk 

meningkatkan disiplin, profesiona-
lisme, serta memberikan pelayanan 
terbaik kepada masyarakat sebagai 
wujud nyata pengabdian Polri yang 
Presisi. 

Apel pagi tersebut diikuti oleh para 
Pejabat Utama (PJU) Polres Dongga-
la, personel Polres Donggala, serta 
anggota Polsek Banawa, lewat apel 
pagi ini, merupakan sarana penyam-
paian arahan sekaligus penguatan 
disiplin dan motivasi bagi seluruh 
personel dalam melaksanakan tugas 
kepolisian. 

“Jelas Pengarahan pimpinan kem-
bali menjadi momentum untuk 
memperkuat semangat pengabdian 
personel,”tutup Marjianto. AMR

SULTENG RAYA – Sa-
tuan Pembinaan Masyara-
kat (Satbinmas) Polres Tojo 
Una-una (Touna) melaksa-
nakan kegiatan sambang 
dan tatap muka di Madrasah 
Aliayah Negeri (MAN) Am-
pana, Desa Pusungi, Senin 
(6/7/2026).

Kegiatan tersebut diisi 
dengan penyampaian im-
bauan dan pembinaan kepa-
da para siswa sebagai upaya 
membangun karakter pela-
jar yang disiplin, bijak, dan 
menjauhi perilaku negatif.

Kegiatan yang dimulai 
pukul 07.30 Wita itu dipim-
pin langsung oleh Kasat 
Binmas Polres Touna, AKP 
Agus Habibie, didampingi 
KBO Binmas Aiptu Sempo, 
Ps. Kanit Binkamsa Aiptu 
H. Abdullah, Ps. Kanit Bin-
polmas Aipda Zulkifli M., 
serta Kaur Mintu Sat Binmas 
Aipda Naek Sihotang, SH.

Dalam pembinaannya, 
Agus mengingatkan para 
siswa agar senantiasa menjaga 
situasi yang aman dan kondu-
sif, baik di lingkungan sekolah 
maupun di luar sekolah.

Ia menegaskan penting-
nya menghindari berbagai 
bentuk kenakalan remaja, 
seperti perundungan (bul-
lying), tawuran antarpe-
lajar, dan perilaku negatif 
lainnya yang dapat meru-
gikan diri sendiri maupun 
orang lain.

Selain itu, para siswa juga 
diimbau untuk mengguna-
kan media sosial secara bij-
ak. Menurutnya, media sosi-
al seharusnya dimanfaatkan 
sebagai sarana menambah 
pengetahuan dan hal-hal 
positif, bukan untuk menye-
barkan informasi yang be-
lum jelas kebenarannya.

“Jadikan media sosial 
sebagai wadah menggali 
ilmu. Selalu cek kebena-
ran informasi atau berita 
sebelum membagikannya, 
dan jangan sampai menjadi 
penyebar berita bohong atau 
hoaks yang dapat merug-
ikan diri sendiri maupun 
orang lain,”ujar Agus.

Dalam kesempatan terse-
but, ia juga mengingatkan 
para pelajar agar mening-
katkan kewaspadaan ter-

hadap berbagai modus baru 
peredaran narkoba yang 
menyasar kalangan pelajar.

Para siswa diminta ti-
dak mudah percaya kepada 
orang yang tidak dikenal 
serta berani menolak apabi-
la ditawari narkoba dalam 
bentuk apa pun.

“Kami mengimbau para 
siswa untuk tidak mudah 
terpengaruh bujuk rayu 
orang yang tidak diken-
al. Katakan tidak terhadap 
narkoba karena dampaknya 
sangat merusak masa de-
pan,” tegasnya.

K e g i a t a n  s a m b a n g 
dan pembinaan tersebut 
mendapat sambutan positif 
dari pihak MAN Ampana. 
Kepala sekolah yang diwa-
kili Wakil Kepala Madrasah 
Bidang Humas, Sofyan, 
S.Pd., mengapresiasi ke-
hadiran Satbinmas Polres 
Touna yang telah membe-
rikan edukasi dan motivasi 
kepada para siswa dalam 
menjaga keamanan, keter-
tiban, serta menjauhi ber-
bagai bentuk pelanggaran 
hukum. AMR

Wakapolres Donggala 
Tekankan Disiplin Personel

WAKAPOLRES Donggala Kompol Alfius, saat memimpin apel pagi di halaman Mapolres Donggala, Senin (6/7/2026). FOTO: IST

Siswa MAN Ampana Diajak 
Jauhi Bullying dan Narkoba

SEJUMLAH siswa MAN Ampana, saat mengikuti edukasi tolak bullying dan narkoba oleh Satbinmas 
Polres Touna, Senin (6/7/2026). FOTO: DOK. SATBINMAS POLRES TOUNA

SEJUMLAH barang bukti berupa sabu yang diamankan Polsek Pamona Selatan, belum lama ini. FOTO: IST

Kedapatan Bawa Sabu, 
Warga Pamona 

Selatan Diringkus 



sekaligus menunjukkan bah-
wa Polri hadir sebagai pelin-
dung, pengayom, pelayan, 
sekaligus mitra masyarakat 
dalam berbagai aspek ke-
hidupan," ujarnya.Ia juga 
berharap, bantuan yang 
diberikan dapat meringan-
kan kebutuhan masyarakat 
serta mempererat hubungan 
antara Polri dan warga.

"Kami berharap kepe-

dulian yang ditunjukkan 
melalui kegiatan ini dapat 
memperkuat rasa kebersa-
maan dan semangat gotong 
royong. Dukungan serta 
kepercayaan masyarakat 
menjadi modal utama bagi 
Polri dalam menjalankan 
tugas menjaga keamanan 
dan ketertiban," harapnya.

Ps. Kasubbid Penmas juga 
mengimbau masyarakat 

agar terus menjaga situasi 
keamanan dan ketertiban 
masyarakat (kamtibmas) 
di lingkungan masing-ma-
sing dengan meningkatkan 
kepedulian terhadap kon-
disi sekitar, tidak mudah 
terprovokasi informasi yang 
belum jelas kebenarannya, 
serta segera melaporkan 
kepada pihak kepolisian 
apabila menemukan potensi 

gangguan keamanan mau-
pun tindak pidana.

"Keamanan merupakan 
tanggung jawab bersama. 
Kami mengajak seluruh 
masyarakat untuk terus ber-
sinergi dengan Polri dalam 
menciptakan situasi kamtib-
mas yang aman, damai, dan 
kondusif demi mendukung 
pembangunan di Sulawesi 
Tengah," imbaunya.*/YAT

Sulteng nambaso
SULTENG RAYA
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SULTENG RAYA - Guna 
memastikan keamanan 
dan ketertiban di Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA) Kelas II Palu, Kepa-
la Seksi Pembinaan, Andi 
Nuryadin, yang juga selaku 
Perwira piket dan Subseksi 
Pendidikan dan Bimbingan 
Kemasyarakatan (Bimke-
mas), Kusumawati, selaku 
pejabat piket memimpin 
langsung kegiatan trolling 
(kontrol keliling) di wisma 
hunian anak binaan bersama 
Kepala Regu Pengawasan 
dan anggota jaga, Ahad 
(5/7/2026) malam.

Dalam kegiatan tersebut, 
Andi Nuryadin, Kusuma-
wati bersama Kepala Regu 
Pengawasan melakukan 
pemeriksaan pada setiap 
kamar hunian. Petugas men-
gecek setiap sudut ruangan 
yang berpotensi menjadi 
tempat penyimpanan ba-
rang-barang terlarang serta 
memastikan seluruh aktivi-
tas anak binaan berlangsung 
dengan tertib sesuai ketentu-
an yang berlaku.

Selain melaksanakan tu-
gas pengawasan, momen 
tersebut juga dimanfaatkan 
oleh Kusumawaty yang 
baru menjabat sebagai Kepa-
la Subseksi Pendidikan dan 
Bimkemas untuk berbaur 
dengan anak binaan. 

Melalui interaksi yang 
hangat dan komunikatif, 
ia berupaya membangun 
kedekatan, mengenal lebih 
dekat karakter setiap anak 
binaan, serta menciptakan 
hubungan yang baik sebagai 
bagian dari proses pembi-
naan.

Kusumawati mengatakan 

bahwa kegiatan kontrol 
keliling merupakan agenda 
rutin yang dilaksanakan 
oleh perwira piket bersama 
regu pengawasan sebagai 
langkah deteksi dini dan 
pencegahan terhadap poten-
si gangguan keamanan dan 
ketertiban.

"Kontrol keliling ini akan 
terus kami lakukan pada 
pagi, siang, maupun malam 
hari, terutama pada jam-
jam rawan. Ini merupakan 
bagian dari tanggung ja-
wab kami untuk memas-
tikan kondisi LPKA Kelas 
II Palu tetap aman, tertib, 
dan kondusif. Di sisi lain, 
saya juga ingin lebih dekat 
dengan anak-anak binaan 
agar dapat mengenal me-
reka secara langsung dan 
mendukung proses pembi-
naan yang lebih efektif," ujar 
Kusumawati.

Sementara, Kepala LPKA 
Kelas II Palu, Welli, men-
gapresiasi pelaksanaan kon-
trol keliling malam yang 
dilakukan oleh jajarannya. 
Menurutnya, kegiatan ter-
sebut merupakan bentuk 
komitmen seluruh petugas 
dalam menjaga keamanan 
dan ketertiban di lingkun-
gan LPKA.

"Saya sangat mengapresi-
asi jajaran yang secara kon-
sisten melaksanakan kontrol 
keliling guna memastikan 
kondisi LPKA Palu tetap 
aman dan kondusif. Saya 
juga mengingatkan seluruh 
petugas jaga agar terus men-
gedepankan deteksi dini, 
meningkatkan kewaspad-
aan, serta mencegah sedini 
mungkin hal-hal yang tidak 
diinginkan," jelas Welli.*/YAT

KEPALA Seksi Pembinaan, Andi Nuryadin, yang juga selaku Per-
wira piket dan Subseksi Pendidikan dan Bimkemas, Kusumawa-
ti, selaku pejabat piket saat memimpin langsung kegiatan trolling 
(kontrol keliling) di wisma hunian anak binaan bersama Kepala 
Regu Pengawasan dan anggota jaga, Ahad (5/7/2026) malam. 
FOTO: HUMAS LPKA PALU

KONTROL KELILING MALAM

LPKA Palu Jaga Keamanan 
dan Pererat Hubungan 
dengan Anak Binaan

Menteri ESDM, Bahlil La-
hadalia, menegaskan bahwa 
kebijakan ini merupakan 
bentuk komitmen Pemerin-
tah dalam mempertahankan 
daya beli masyarakat, men-
dukung daya saing industri, 
dan memberikan kepastian 
bagi pelaku usaha.

"Demi menjaga daya beli 
masyarakat serta mendu-
kung stabilitas ekonomi 
nasional, pemerintah memu-
tuskan tarif listrik Triwulan 
III Tahun 2026 tetap atau 
tidak naik," jelas Bahlil.

Sesuai dengan Peraturan 
Menteri ESDM Nomor 7 
Tahun 2024, penyesuaian 
tarif (tariff adjustment) bagi 
13 golongan pelanggan non-

subsidi sejatinya dilakukan 
setiap tiga bulan berdasar-
kan perubahan empat para-
meter ekonomi makro, yaitu 
kurs rupiah, Indonesian 
Crude Price (ICP), inflasi, 
dan Harga Batubara Acuan 
(HBA).

Untuk Triwulan III tahun 
2026 parameter yang di-
gunakan merupakan reali-
sasi periode Februari–April 
2026 yang mencatat kurs 
sebesar Rp16.959,32 per 
USD, ICP sebesar USD96,12 
per barel, inflasi 0,21 persen, 
dan HBA sebesar USD70 
per ton (sesuai kebijakan 
Domestic Market Obligati-
on/DMO batubara). Meski 
secara formula terdapat 

TAMPAK pedagang dan pembeli di Pajus Medan, Sumatera Utara yang mengoptimalkan pemanfaatan listrik sebagai penunjang kegiatan ekonomi sehari-hari. FOTO: PLN

Tarif Listrik TW III Tetap, PLN Jaga 
Kualitas Layanan ke Masyarakat

SULTENG RAYA – Pemerintah melalui 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mine-
ral (ESDM) menetapkan tarif listrik PT PLN 
(Persero) Triwulan III (periode Juli–Septem-
ber) tahun 2026 tetap atau tidak mengalami 
kenaikan. Kebijakan ini dilakukan guna men-
jaga stabilitas ekonomi nasional di tengah 
dinamika global.

potensi perubahan tarif, 
Pemerintah memutuskan 
untuk mempertahankan 
tarif listrik guna menjaga 
stabilitas ekonomi nasional.

Bahlil menambahkan, 
selain untuk pelanggan 
nonsubsidi, kebijakan ini 
juga berlaku bagi 24 golon-
gan pelanggan bersubsidi 
yang juga dipastikan tidak 
mengalami perubahan tarif 
listrik, seperti pelanggan 

sosial, rumah tangga mis-
kin, bisnis kecil, industri 
kecil, hingga pelaku Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM).

"Pemerintah berkomitmen 
menghadirkan listrik yang 
andal, terjangkau, dan ber-
keadilan. 

Kebijakan tarif tetap ini 
menjadi bagian dari upaya 
menjaga stabilitas ekono-
mi sekaligus memastikan 

layanan kelistrikan tetap 
berkelanjutan," ucap Bahlil.

Sementara ,  Direktur 
Utama PLN, Darmawan 
Prasodjo menyampaikan, 
sebagai perpanjangan tan-
gan Pemerintah, PLN siap 
menjalankan kebijakan tarif 
listrik Triwulan III Tahun 
2026 sekaligus berkomitmen 
untuk terus menghadirkan 
pasokan listrik yang andal 
dan layanan kelistrikan yang 

semakin berkualitas kepada 
masyarakat.

“Kami mengapresiasi 
langkah Pemerintah yang 
tetap menjaga stabilitas ta-
rif listrik pada Triwulan III 
tahun 2026 dan siap men-
jalankan kebijakan ini. PLN 
berkomitmen untuk terus 
menjaga keandalan pasokan 
listrik dan kualitas layanan, 
sehingga kebijakan dari 
Pemerintah dapat dirasakan 

langsung dampaknya oleh 
masyarakat luas serta men-
jadi motor penggerak roda 
perekonomian domestik,” 
ujar Darmawan.

Adapun, untuk rincian 
tarif tenaga listrik di Triwu-
lan III 2026 (Juli–September) 
dapat diakses melalui web-
site PLN https://www.pln.
co.id/pelanggan-id/tarif-te-
naga-listrik-id/penyesuai-
an-tarif-id.*/HJ

SULTENG RAYA - Dalam 
rangka memperingati Hari 
Bhayangkara ke-80, Direk-
torat Pembinaan Masyarakat 
(Ditbinmas) Polda Sulawesi 
Tengah (Sulteng) menggelar 
bakti sosial berupa pembagi-
an beras dan paket sembako 
kepada masyarakat yang 
membutuhkan di sejumlah 
titik di Kota Palu, Rabu 
(1/7/2026). Kegiatan terse-
but, dipimpin Direktur Bin-
mas Polda Sulawesi Tengah 
melalui Ps. Kasubdit Satpam 
Ditbinmas Kompol Mat Suk-
ri, sebagai wujud kepeduli-
an Polri terhadap masyara-
kat sekaligus implementasi 
tema Hari Bhayangkara 
ke-80, "80 Tahun Mengabdi, 
Polri untuk Masyarakat."

Pembagian bantuan di-
laksanakan secara serentak 
di beberapa lokasi, yakni 
di Yayasan Pondok Pesan-
tren Salafiyah dan Lembaga 
Kesejahteraan Sosial Anak 
(LKSA) Manba'ush Sho-
lichin Al-Charomain di Jalan 
Keramik, Kelurahan Duyu, 
Kecamatan Tatanga.

Kemudian, di rumah-ru-
mah warga di Jalan Gawali-
se, Jalan Taiparanggu, Jalan 
Lagarutu, dan Jalan Tombo-
lotutu, Tempat Pembuangan 
Akhir (TPA) Kawatuna, 
kawasan Pasar Masomba, 
Taman GOR Palu, serta 
kepada para pengemudi 
ojek online dan masyarakat 
kurang mampu.

Bantuan berupa beras dan 
paket sembako disambut 
antusias oleh masyarakat. 
Kehadiran personel Ditbin-
mas Polda Sulteng itu tidak 
hanya menyerahkan ban-
tuan, tetapi juga menyapa 
dan berdialog langsung den-
gan warga sebagai bentuk 
pendekatan humanis Polri 
kepada masyarakat.

Kabid Humas Polda Sul-
teng, Kombes Pol Djoko 
Wienartono melalui Ps. 
Kasubbid Penmas Kom-
pol Reky P.H. Moniung 
mengatakan, bakti sosial 
ini merupakan bagian dari 
komitmen Polri untuk terus 
hadir di tengah masyarakat, 
tidak hanya dalam menjaga 
keamanan dan ketertiban, 
tetapi juga memberikan 
manfaat nyata bagi warga 
yang membutuhkan.

"Momentum Hari Bha-
yangkara ke-80 kami maknai 
sebagai kesempatan untuk 
semakin mendekatkan Polri 
dengan masyarakat. Melalui 
kegiatan sosial ini, kami 
ingin berbagi kebahagiaan 

PERSONEL Ditbinmas Polda Sulteng saat menyalurkan bantuan beras kepada warga di Kota Palu. FOTO: DOK DITBINMAS POLDA 
SULTENG

HARI BHAYANGKARA KE-80

Ditbinmas Polda Sulteng Bagikan 
Sembako kepada Masyarakat
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PENGUMUMAN

Penindakan bermula pada 
Senin (29/6/2026), ketika 
Bea Cukai Malang mem-
peroleh informasi mengenai 
sebuah mobil barang jenis 
truk berwarna putih biru 
yang diduga mengangkut 
Barang Kena Cukai (BKC) 
hasil tembakau/rokok ile-
gal.

Untuk menindaklanjuti 
informasi tersebut, petugas 
melaksanakan patroli darat 
dan pemantauan terhadap 
jalur yang diduga sering 
digunakan untuk pengang-
kutan rokok ilegal di wila-
yah perbatasan Kabupaten 
Malang. Berdasarkan hasil 
analisis profil kendaraan, 

SULTENG RAYA - Ke-
pala Ekonom Trimegah Se-
kuritas Indonesia Fakhrul 
Fulvian menilai keberhasi-
lan Pusat Finansial Interna-
sional Indonesia (PFII) lebih 
membutuhkan kepastian 
hukum daripada sekadar 
insentif perpajakan.

"Financial center diban-
gun di atas kepercayaan. 
Insentif pajak memang pen-
ting, tetapi tidak pernah 
cukup. Yang lebih menentu-
kan adalah apakah investor 
merasa aman menempatkan 
dan memutar dana jangka 
panjang di Indonesia," kata 
Fakhrul dalam keterangan 
tertulis di Jakarta, Ahad 
(5/7/2026).

Fakhrul menjelaskan in-
vestor global lebih memper-
hatikan kepastian hukum, 
perlindungan hak investor, 
kemudahan arus modal, 
kualitas regulasi, efisiensi 
penyelesaian transaksi, serta 
kedalaman pasar keuangan.

Oleh karena itu, ia men-
dorong pemerintah mem-
prioritaskan penguatan 
regulasi, kepastian perpaja-
kan, kemudahan berusaha, 
penyelesaian sengketa yang 
kredibel, serta pengemban-
gan instrumen keuangan va-
luta asing. Pemerintah juga 
dinilai perlu memperdalam 
pasar obligasi, pasar uang 
valuta asing, instrumen lin-
dung nilai, serta infrastruk-
tur pasar keuangan.

Dari sisi pembiayaan pem-
bangunan, Fakhrul menilai 
PFII dapat menjadi sumber 
pembiayaan alternatif bagi 
proyek strategis nasional, 
termasuk proyek investasi 
jangka panjang yang ber-
kaitan dengan Danantara 
maupun sektor swasta.

Dengan pasar keuangan 
yang lebih dalam, kata 
Fakhrul, biaya pendanaan 
pembangunan dapat men-
jadi lebih efi sien dan berke-
lanjutan.

"PFII dapat membantu 
memperluas basis pem-
biayaan pembangunan. 
Namun, kuncinya adalah 
transparansi, tata kelola, 
dan mekanisme pasar yang 
kredibel. Jangan sampai 

PFII hanya menjadi kanal 
pembiayaan yang bersifat 
administratif. Ia harus men-
jadi pasar yang dipercaya," 
tuturnya.

Purbaya Siapkan Berbagai 
Fasilitas

Menteri Keuangan Purba-
ya Yudhi Sadewa mengata-
kan pemerintah menyiap-
kan berbagai fasilitas untuk 
menarik investor agar berin-
vestasi di Pusat Finansial In-
ternasional Indonesia (PFII). 
Fasilitas tersebut mencakup 
kemudahan di bidang kei-
migrasian, ketenagakerjaan, 
residensi, perizinan, hingga 
perpajakan. Selain itu, pe-
merintah juga mengusulkan 
pembentukan pengadilan 
khusus PFII guna memberi-
kan kepastian hukum bagi 
pelaku usaha internasional.

"Salah satu unsur terpen-
ting dalam keberhasilan 
suatu pusat keuangan inter-
nasional adalah tersedianya 
kepastian hukum dan meka-
nisme penyelesaian sengke-
ta yang cepat, profesional, 
dan dipercaya oleh pelaku 
usaha internasional," kata 
Purbaya dalam rapat kerja 
bersama Komisi XI DPR 
RI di Kompleks Parlemen, 
Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Pengadilan tersebut akan 
memiliki kewenangan me-
meriksa, mengadili, dan 
memutus sengketa yang 
berkaitan dengan kegiatan 
usaha di PFII maupun seng-
keta komersial internasional 
yang memiliki keterkaitan 
dengan kawasan tersebut.

Purbaya menjelaskan In-
donesia memiliki modal 
yang kuat untuk mengambil 
peran lebih besar dalam 
ekosistem keuangan global.

Modal tersebut antara 
lain berasal dari besarnya 
perekonomian nasional, lu-
asnya pasar domestik, posisi 
geografi s yang strategis, ke-
kayaan sumber daya alam, 
serta prospek pertumbuhan 
ekonomi jangka panjang.

Namun, hingga kini In-
donesia belum memiliki 
kawasan keuangan interna-
sional yang dirancang secara 
khusus dengan standar tata 
kelola, kepastian hukum, ke-

lembagaan, dan daya saing 
yang setara dengan pus-
at-pusat keuangan global.

Karena itu, pemerintah 
mengusulkan pembentukan 
PFII sebagai kawasan den-
gan kekhususan yang dapat 
mengakomodasi kebutuhan 
industri jasa keuangan glo-
bal sekaligus menjadi katalis 
pendalaman sektor keuan-
gan nasional.

"Pembentukan PFII di-
maksudkan untuk mening-
katkan daya saing Indonesia 
sebagai pusat keuangan 
internasional, menjadi ka-
talis pendalaman sektor 
keuangan nasional, pengem-
bangan inovasi sektor keu-
angan, peningkatan inves-
tasi, fasilitasi pembiayaan 
sektor riil, proyek strategis 
nasional, pembiayaan ber-
kelanjutan, serta penguatan 
kontribusi sektor keuan-
gan terhadap pertumbuhan 
ekonomi Indonesia secara 
keseluruhan," ujar Purbaya.

Bendahara negara itu 
menambahkan penyusunan 
Rancangan Undang-Un-
dang (RUU) PFII merupa-
kan amanat Pasal 248A 
Undang-Undang Nomor 
4 Tahun 2026 tentang Pe-
rubahan atas Undang-Un-
dang Nomor 4 Tahun 2023 
tentang Pengembangan dan 
Penguatan Sektor Keuangan 
(PPSK).

Dengan demikian, pem-
bentukan PFII memiliki 
landasan hukum yang kuat 
sebagai bagian dari agenda 
transformasi sektor keuan-
gan nasional. Adapun RUU 
PFII masih dalam tahap 
pembahasan awal. Pemba-
hasan RUU tersebut dikebut 
agar dapat disahkan dalam 
waktu tiga bulan atau hing-
ga Agustus 2026.

Dalam RUU tersebut, PFII 
dirancang sebagai kawasan 
di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang 
diberikan kekhususan untuk 
mendukung kegiatan usaha 
sektor keuangan, usaha pen-
unjang jasa keuangan, serta 
aktivitas ekonomi lain yang 
menopang pengembangan 
ekosistem pusat keuangan 
internasional.RPB

ILUSTRASI proyek pembangunan. Pemerintah mengusulkan pembentukan Pusat Finansial Inter-
nasional Indonesia (PFII) sebagai kawasan dengan kekhususan yang dapat mengakomodasi kebu-
tuhan industri jasa keuangan global sekaligus menjadi katalis pendalaman sektor keuangan nasional. 
FOTO: ANT

Indonesia Ingin Bangun Pusat 
Finansial Internasional

Bea Cukai Malang berhasil mengungkap modus penyelundupan rokok ilegal dalam tumpukan sekam padi. Foto: Bea Cukai

Bea Cukai Bongkar Modus 
Penyelundupan Rokok Ilegal

SULTENG RAYA - Tumpukan sekam 
padi di bak sebuah truk ternyata menjadi 
kamufl ase untuk menyembunyikan lebih 
dari satu juta batang rokok ilegal. Bea Cukai 
Malang berhasil mengungkap modus penye-
lundupan rokok ilegal tersebut dalam opera-
si pengawasan di Kabupaten Malang, sebagai 
bagian dari upaya melindungi pelaku usaha 
yang patuh dan mencegah peredaran barang 
ilegal di masyarakat.

petugas berhasil mengiden-
tifi kasi keberadaan sarana 
pengangkut yang dimaksud 
saat melintas di wilayah 
Kecamatan Pakis.

Petugas kemudian mela-
kukan pengejaran hingga 
akhirnya berhasil menghen-
tikan kendaraan tersebut 
di Jalan Raya Kedungrejo, 
Desa Kedungboto, Keca-
matan Pakis, Kabupaten 
Malang, untuk dilakukan 
pemeriksaan. Dari hasil 
pemeriksaan, petugas me-
nemukan muatan berupa 
rokok ilegal yang sengaja 
disembunyikan di bawah 
tumpukan sekam padi se-
bagai pengelabuan.

Setelah pemeriksaan le-
bih lanjut, petugas mene-
mukan rokok jenis Sigaret 
Kretek Mesin (SKM) dan 
Sigaret Putih Mesin (SPM) 

dari berbagai merek, antara 
lain Premium Bold, Humer, 
dan merek lainnya, yang 
seluruhnya tidak dilekati 
pita cukai. Petugas men-
gamankan 53.980 bungkus 
atau 1.079.600 batang rokok 
ilegal, dengan nilai barang 
sebesar Rp 1.637.734.000 
dan potensi kerugian negara 
mencapai Rp 826.098.400 
yang berasal dari tidak di-
penuhinya kewajiban pem-
bayaran cukai. 

Atas temuan tersebut, 
petugas Bea Cukai Malang 
menindak dan membawa 
sopir, sarana pengangkut, 
beserta seluruh barang bukti 
ke Kantor Bea Cukai Malang 
untuk menjalani pemeriks-
aan dan proses lebih lanjut 
sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku. Kepala Kantor Bea 
Cukai Malang, Johan Pando-
res mengatakan penindakan 
ini merupakan bagian dari 
upaya berkelanjutan Bea 
Cukai Malang dalam men-
gawasi peredaran rokok 
ilegal, sekaligus melindungi 
penerimaan negara dan 
menciptakan persaingan 
usaha yang sehat bagi pela-
ku industri hasil tembakau 
yang telah memenuhi keten-
tuan di bidang cukai.

Ia juga mengimbau kepa-
da seluruh masyarakat dan 
pelaku usaha untuk tidak 
memproduksi, mengedar-
kan, dan memperjualbeli-
kan rokok ilegal. Dia men-
gatakan cukai rokok sangat 
diperlukan sebagai salah 
satu komponen penerimaan 
APBN yang digunakan un-
tuk kesejahteraan rakyat.

"Partisipasi aktif masya-
rakat dalam memberikan 
informasi terkait dugaan 
pelanggaran di bidang cukai 
sangat membantu upaya 
penegakan hukum yang 
dilakukan Bea Cukai. Bers-
ama-sama, kita dapat men-
jaga iklim usaha yang sehat 
sekaligus melindungi pene-
rimaan negara untuk men-
dukung pembangunan!" 
kata Johan.RPB

SULTENG RAYA - Ke-
pala Ekonom Permata Bank 
Josua Pardede berpendapat 
penerapan mandatori bio-
diesel B50 bisa membantu 
pergerakan nilai tukar ru-
piah dan neraca perdagan-
gan tanpa membebani 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN). 
Namun, kata dia, syarat uta-
ma agar skema itu terwujud 
adalah tata kelola kebijakan 
yang baik.

“Jika tata kelolanya baik, 
B50 dapat membantu rupiah 
dan neraca perdagangan 
tanpa membebani APBN 
secara berlebihan,” kata 
Josua di Jakarta, dikutip 
Senin (6/7/2026).

Josua menjelaskan secara 
makro penerapan B50 ber-
potensi memberi manfaat 
besar karena langsung men-
gurangi kebutuhan impor 
solar, terutama saat rupiah 
masih lemah dan harga 
minyak global rentan naik.

Potensi penghematan 
devisa dari kebijakan ini 
kemungkinan lebih besar 
daripada tambahan biaya 
langsung pemerintah, te-
rutama bila harga minyak 
dunia tinggi, rupiah lemah, 
dan harga minyak sawit 
mentah (CPO) tidak melon-
jak terlalu tajam.

Namun, kata Josua, per-
hitungannya akan berubah 
bila harga CPO naik tajam 
sementara harga minyak 
dunia menurun.

“Dalam kondisi seperti 
itu, biaya campuran bio-
diesel dapat menjadi lebih 
mahal daripada solar impor, 
sehingga pemerintah atau 
badan pengelola dana sawit 
harus menanggung selisih 
lebih besar,” ujarnya.

Risiko lain adalah kenai-
kan kebutuhan sawit untuk 
energi dapat menekan pa-
sokan minyak goreng atau 
bahan pangan berbasis sawit 
jika tata kelola pasokan 
tidak kuat.

Josua menyebut imple-
mentasi B50 akan mengun-
tungkan jika dijalankan den-
gan disiplin pasokan, harga, 
dan pendanaan; tetapi bisa 
menjadi mahal jika hanya 
mengejar target campuran 
tanpa memastikan biaya 
ekonominya terkendali.

Pada sisi fi skal, implikasi 
terhadap APBN bersifat 
campuran. Di satu sisi, B50 
dapat membantu mengu-

PETUGAS memeriksa tangki penyimpanan bahan bakar biodiesel 
50 persen (B50) di Stasiun Blending dan Pengisian Bahan Bakar 
Uji Jalan B50, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 
Ahad (7/6/2026). FOTO: ANT

B50 Dinilai Bantu Rupiah dan 
Neraca Perdagangan

rangi tekanan impor migas, 
menahan kebutuhan devisa, 
dan mendukung rupiah.

“Ini penting karena nera-
ca perdagangan Indonesia 
pada Mei 2026 berbalik defi -
sit 1,16 miliar dolar AS sete-
lah lebih dari enam tahun 
surplus, terutama karena 
impor tumbuh tinggi dan 
impor migas meningkat 
akibat harga energi global. 
Dengan demikian, B50 bisa 
menjadi bantalan bagi nera-
ca eksternal dan menguran-
gi tekanan tidak langsung 
ke subsidi energi,” jelas dia.

Di sisi lain, B50 juga mem-
bawa risiko fi skal. Jika harga 
jual BBM tidak dinaikkan 
mengikuti biaya produksi, 
maka selisih biaya harus 
ditanggung oleh badan usa-
ha, dana sawit, atau pada 
akhirnya pemerintah melal-
ui kompensasi dan subsidi, 

yang berpotensi memper-
sempit ruang APBN.

Oleh sebab itu, Josua 
berpendapat B50 layak di-
lanjutkan sebagai strategi 
ketahanan energi dan pen-
gurangan impor, tetapi jan-
gan dinilai hanya dari angka 
penghematan devisa.

Ukuran yang dianggap 
lebih tepat adalah man-
faat bersih, yakni mengenai 
jumlah impor solar yang 
turun, penghematan devi-
sa, tambahan biaya selisih 
harga biodiesel yang harus 
ditanggung, dan dampak-
nya terhadap harga pangan.

“Rekomendasinya, pe-
merintah perlu membuat 
perhitungan terbuka antara 
penghematan devisa, biaya 
insentif biodiesel, dampak 
ke harga minyak goreng, 
dan potensi beban subsidi,” 
tuturnya.RPB
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

ANGKA demi angka sering kali 
berbicara lebih jujur daripa-
da parade pernyataan. Ketika 
Purchasing Managers’ Index 

(PMI) manufaktur Indonesia anjlok dari 50,0 
pada Mei ke level 46,9 pada Juni 2026, pesan 
yang disampaikan dari kondisi itu sangat 
terang, yakni mesin industri nasional sedang 
kehilangan tenaga.Sumber Daya Bahasa

Angka yang dirilis S&P Global itu bahkan 
lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan 
sebelumnya yang masih berada di zona ek-
spansi. Kini, sektor manufaktur telah masuk 
ke zona kontraksi karena indeks berada di 
bawah ambang batas 50.

Memang benar, PMI merupakan indikator 
yang bersifat fluktuatif. Ia bisa naik dan turun 
mengikuti dinamika permintaan, produksi, 
maupun perdagangan global. Namun, justru 
karena sifatnya sebagai indikator dini, setiap 
penurunan yang cukup dalam tidak boleh 
diperlakukan sebagai statistik biasa. Ia me-
rupakan lampu merah yang mengingatkan 
bahwa denyut industri sedang melemah.

Sektor manufaktur selama ini menjadi 
salah satu penopang utama perekonomian 
nasional. Industri pengolahan menyumbang 
porsi terbesar terhadap produk domestik bru-
to, menyerap jutaan tenaga kerja, sekaligus 
menjadi mesin pencipta nilai tambah. Ketika 
sektor tersebut melemah, efek berantainya 
tidak hanya dirasakan oleh pelaku industri, 
tetapi juga pekerja, pemasok bahan baku, 
pelaku logistik, hingga daya beli masyarakat.

Kontraksi PMI mengindikasikan pesanan 
baru menurun, produksi melambat, dan ke-
percayaan pelaku usaha mulai terkikis. Jika 
kondisi itu dibiarkan berlarut-larut, bukan 
tidak mungkin industri akan mengurangi 
kapasitas produksi, menunda investasi, bah-
kan melakukan efisiensi tenaga kerja. Pada 
titik itulah persoalan ekonomi akan menjalar 
menjadi persoalan sosial.

Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya 
mengandalkan optimisme bahwa kondisi 
akan pulih dengan sendirinya. Dibutuhkan 
langkah-langkah yang lebih radikal, cepat, 
dan terukur untuk mengembalikan keperca-
yaan dunia usaha. Tidak ada ruang lagi bagi 
kebijakan yang berjalan lambat atau terjebak 
dalam birokrasi berbelit.

Langkah pertama ialah memastikan iklim 
usaha benar-benar kondusif. Kepastian re-
gulasi harus menjadi prioritas. Dunia usaha 
membutuhkan kepastian hukum, bukan 
perubahan aturan yang datang silih berganti. 
Investasi hanya akan tumbuh apabila pelaku 
usaha yakin bahwa kebijakan pemerintah 
konsisten dan dapat diprediksi.

Langkah berikutnya ialah memperkuat 
permintaan domestik. Daya beli masyarakat 
harus dijaga melalui penciptaan lapangan 
kerja, percepatan belanja pemerintah yang 
produktif, serta kebijakan fiskal yang mam-
pu menggerakkan konsumsi. Industri tidak 
mungkin meningkatkan produksi apabila 
pasar justru melemah.

Pemerintah juga perlu memberi insentif 
yang lebih agresif bagi industri yang be-
rorientasi ekspor maupun yang memiliki 
kandungan lokal tinggi. Di tengah ketidak-
pastian ekonomi global, industri nasional 
memerlukan bantalan agar tetap mampu 
bersaing. Kemudahan pembiayaan, insentif 
perpajakan yang tepat sasaran, percepatan 
perizinan, serta jaminan pasokan energi dan 
logistik yang efisien harus menjadi paket 
kebijakan yang utuh.

Di saat yang sama, perlindungan terhadap 
industri dalam negeri dari praktik perdagan-
gan yang tidak sehat juga tidak boleh diabai-
kan. Soal produk impor yang masuk dengan 
harga tidak wajar telah lama dikeluhkan pe-
laku industri nasional. Penegakan instrumen 
perdagangan yang adil harus dilakukan tanpa 
ragu agar industri domestik memperoleh 
kesempatan bertumbuh secara sehat.

Yang tidak kalah penting ialah memperce-
pat transformasi industri menuju manufaktur 
berteknologi tinggi. Indonesia tidak boleh 
terus bergantung pada industri berorientasi 
upah murah. Produktivitas harus ditingkat-
kan melalui inovasi, penguasaan teknologi, 
pengembangan sumber daya manusia, dan 
penguatan riset. Di situlah daya saing jangka 
panjang dibangun.Sumber Daya Bahasa

PMI memang bukan vonis bahwa industri 
Indonesia sedang runtuh. Namun, ia adalah 
sinyal dini yang tidak boleh diabaikan. Seja-
rah menunjukkan banyak krisis ekonomi dia-
wali oleh pembiaran terhadap indikator-indi-
kator yang dianggap sekadar fluktuasi.

Pemerintah harus menjadikan penurunan 
PMI kali ini sebagai momentum melakukan 
koreksi besar terhadap kebijakan industri 
nasional. Kecepatan membaca sinyal akan 
menentukan kecepatan bertindak. Sebab, 
dalam dunia industri, kehilangan momentum 
sama mahalnya dengan kehilangan pasar.*-
Media Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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Peran Daerah Mewujudkan 
Digitalisasi Bansos Makin Tepat Sasaran

TRANSFORMASI digital telah menjadi salah satu 
agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo 
Subianto dalam mewujudkan tata kelola pemerin-
tahan yang lebih efektif, transparan, dan berorien-
tasi pada pelayanan masyarakat. Salah satu imple-
mentasi yang kini memasuki tahap penting adalah 
digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos). 

PROGRAM ini ti-
dak sekadar me-
mindahkan proses 
administrasi dari 

sistem manual ke platform di-
gital, tetapi menjadi langkah 
strategis untuk memastikan 
bantuan negara benar-benar 
diterima oleh masyarakat 
yang berhak secara cepat, 
tepat sasaran, dan akuntabel. 
Dalam konteks tersebut, pe-
merintah daerah memegang 
peran yang sangat menen-
tukan karena keberhasilan 
implementasi nasional sangat 
bergantung pada kualitas 
pelaksanaan di tingkat lokal.

Komitmen pemerintah se-
makin terlihat setelah uji coba 
digitalisasi bansos diperluas 
menjadi 43 kabupaten/kota, 
termasuk penambahan Kota 
Batam serta Provinsi Bali. 
Hasil piloting tersebut mem-
berikan gambaran bahwa 
digitalisasi mampu memang-
kas proses birokrasi, mem-
percepat validasi data, serta 
meningkatkan transparansi 
dalam penyaluran bantuan. 
Pemerintah bahkan menar-
getkan implementasi nasional 
dapat dimulai pada Oktober 
2026 setelah seluruh hasil 
evaluasi selesai dilakukan. 
Langkah ini menunjukkan 
bahwa transformasi digital 

OLEH : ALEXANDER ROYCE

malkan peran aparatur, agen 
lapangan, dan berbagai unsur 
terkait dalam mempercepat 
pemutakhiran data masya-
rakat, khususnya kelompok 
rentan. Selain itu, komuni-
kasi publik harus diperkuat 
agar masyarakat memahami 
mekanisme pendataan, kanal 
resmi yang digunakan peme-
rintah, serta terhindar dari 
berbagai bentuk penipuan 
yang memanfaatkan proses 
digitalisasi. Dengan demiki-
an, transformasi digital tidak 
hanya menghasilkan sistem 
yang modern, tetapi juga 
membangun kepercayaan 
masyarakat terhadap pelay-
anan pemerintah.

Pandangan tersebut me-
negaskan bahwa pemerintah 
daerah bukan sekadar pe-
laksana kebijakan, melainkan 
mitra strategis pemerintah 
pusat. Daerah memiliki pen-
getahuan paling dekat menge-
nai kondisi sosial masyarakat, 
sehingga mampu memastikan 
kualitas data penerima ban-
tuan tetap akurat dan selalu 
diperbarui. Ketepatan data 
inilah yang menjadi fondasi 
utama agar setiap rupiah 
anggaran perlindungan sosi-
al benar-benar memberikan 
manfaat bagi masyarakat 
yang membutuhkan.

Komitmen tersebut diper-
kuat oleh Menteri Dalam 
Negeri Tito Karnavian yang 
menyatakan bahwa Kemente-
rian Dalam Negeri akan terus 
mengoordinasikan pemerin-
tah daerah agar percepatan 
transformasi digital pemerin-
tah berjalan optimal melalui 
kolaborasi lintas instansi. 
Pernyataan tersebut memiliki 
arti penting karena pemerin-
tah daerah merupakan ujung 
tombak berbagai pelayanan 

publik, termasuk administrasi 
kependudukan yang men-
jadi dasar penyusunan data 
penerima bansos. Dengan 
koordinasi yang semakin kuat 
antara pemerintah pusat dan 
daerah, proses sinkronisasi 
data diyakini akan semakin 
baik sehingga potensi kesa-
lahan sasaran dapat ditekan 
secara signifikan.

Lebih jauh lagi, penguatan 
peran daerah juga menjadi 
bagian dari reformasi biro-
krasi yang sedang dijalankan 
pemerintah. Integrasi data 
kependudukan, pelayanan 
sosial, serta berbagai layanan 
publik lainnya akan mencipta-
kan ekosistem pemerintahan 
digital yang saling terhubung. 
Kondisi tersebut memungkin-
kan pengambilan keputusan 
dilakukan berdasarkan data 
yang lebih akurat, sekaligus 
mempercepat respons pe-
merintah terhadap peruba-
han kondisi sosial ekonomi 
masyarakat. Pada akhirnya, 
digitalisasi bansos bukan ha-
nya memperbaiki mekanisme 
penyaluran bantuan, tetapi 
juga memperkuat kualitas tata 
kelola pemerintahan secara 
keseluruhan.

Optimisme terhadap keber-
hasilan transformasi ini juga 
disampaikan Ketua Dewan 
Ekonomi Nasional sekaligus 
Ketua Komite Percepatan 
Transformasi Digital Pemerin-
tah, Luhut Binsar Pandjaitan. 
Ia menjelaskan bahwa perlu-
asan piloting di 43 kabupa-
ten/kota menjadi tahapan 
penting sebelum peluncuran 
nasional yang direncanakan 
berlangsung pada Oktober 
2026. Menurutnya, hasil eva-
luasi dari daerah akan men-
jadi dasar untuk memastikan 
kesiapan implementasi secara 

menyeluruh sehingga sistem 
yang dibangun benar-benar 
matang sebelum diterapkan 
secara nasional.

Luhut juga menekankan 
pentingnya kolaborasi lintas 
kementerian, lembaga, dan pe-
merintah daerah dalam men-
dukung transformasi digital 
tersebut. Selain memperkuat 
keamanan data, pemerintah 
juga mulai mengintegrasikan 
pemanfaatan teknologi Digital 
Public Infrastructure (DPI) 
dan kecerdasan buatan (Ar-
tificial Intelligence/AI) guna 
meningkatkan akurasi verifi-
kasi data penerima, efisiensi 
pelayanan, serta akuntabilitas 
penggunaan anggaran negara. 

Melihat perkembangan ter-
sebut, optimisme terhadap ke-
berhasilan digitalisasi bansos 
sangat beralasan. Tantangan 
berupa kualitas data, kesiapan 
infrastruktur digital, maupun 
literasi masyarakat memang 
masih harus terus disempur-
nakan. Namun, sinergi yang 
semakin erat antara pemer-
intah pusat, pemerintah dae-
rah, dan berbagai pemangku 
kepentingan menunjukkan 
bahwa fondasi menuju sistem 
perlindungan sosial yang 
modern telah dibangun secara 
bertahap dan terukur.

Ke depan, keberhasilan di-
gitalisasi bansos akan menjadi 
salah satu indikator penting ke-
berhasilan transformasi digital 
pemerintahan Indonesia. Keti-
ka pemerintah pusat mampu 
menghadirkan kebijakan yang 
terintegrasi dan pemerintah 
daerah menjalankannya secara 
konsisten dengan dukungan 
teknologi yang andal, maka 
bantuan sosial akan semakin 
tepat sasaran, transparan, dan 
berkeadilan. ** Penulis:  Penga-
mat Ekonomi

bukan lagi sebatas konsep, 
melainkan sedang dipersiap-
kan menjadi sistem nasional 
yang terintegrasi.

Menteri PANRB Rini Wi-
dyantini menegaskan bahwa 
transformasi digital bansos 
harus dikawal agar tidak ber-
henti pada tahap uji coba, me-
lainkan berkembang menjadi 
sistem nasional yang berke-
lanjutan. Menurutnya, hasil 
piloting telah membuktikan 
bahwa digitalisasi mampu 
meningkatkan efisiensi sekali-
gus memperkuat transparansi 
penyaluran bantuan sosial. 
Karena itu, pemerintah kini 
memfokuskan perhatian pada 
penyempurnaan regulasi, in-
teroperabilitas data, kesiapan 
teknologi, serta penguatan 
tata kelola kelembagaan 
agar implementasi nasional 
berjalan tanpa hambatan. Ia 
juga menekankan pentingnya 
penyederhanaan proses bisnis 
penyaluran bansos sehingga 
pelayanan kepada masyara-
kat menjadi lebih cepat dan 
sederhana.

Di sisi lain, Rini juga men-
gingatkan bahwa keberhasi-
lan digitalisasi tidak hanya 
ditentukan oleh teknologi, 
tetapi juga kualitas penda-
taan di lapangan. Pemerintah 
daerah didorong mengopti-

Selamatkan 
Mesin Manufaktur

OLEH : Bd. DIAZ CAPRIANI, SST.M.Kes

NAMUN ketika 
tinggi badannya 
diukur, petugas 
kesehatan men-

jelaskan bahwa tinggi badan 
anak tersebut jauh di bawah 
standar usianya. Orang tua 
terkejut karena selama ini 
mereka mengira anaknya 
hanya “bertubuh kecil seperti 
ayahnya.”

Kisah seperti ini masih se-
ring ditemukan di berbagai 
daerah di Indonesia. Banyak 
orang tua baru mengetahui 
bahwa anaknya mengalami 
stunting ketika usianya su-
dah memasuki masa balita. 
Padahal, proses terjadinya 
stunting telah dimulai jauh 
sebelumnya, bahkan sejak 
bayi masih berada di dalam 
kandungan.

Bagi tenaga kesehatan, kon-
disi ini bukanlah hal yang 
asing. Namun bagi masyara-
kat, stunting sering kali dipa-
hami hanya sebagai masalah 
tinggi badan yang pendek. 
Padahal, dampaknya jauh le-
bih luas. Stunting merupakan 
gangguan pertumbuhan dan 
perkembangan akibat kek-

PAGI itu seorang ibu membawa anaknya yang 
berusia dua tahun ke Posyandu untuk penim-
bangan rutin. Sang anak tampak aktif bermain 
dan tidak pernah mengalami sakit berat. 

urangan gizi kronis, infeksi 
berulang, serta lingkungan 
yang tidak mendukung sela-
ma periode awal kehidupan.

Menurut World Health Or-
ganization (WHO), stunting 
masih menjadi salah satu ma-
salah kesehatan masyarakat 
terbesar di dunia. Di Indone-
sia, meskipun prevalensinya 
terus menurun dalam bebera-
pa tahun terakhir, jumlah anak 
yang mengalami stunting 
masih tergolong tinggi. Kon-
disi ini bukan hanya menjadi 
persoalan kesehatan, tetapi 
juga menjadi tantangan besar 
dalam pembangunan sumber 
daya manusia Indonesia.

Ancaman yang Datang Tan-
pa Disadari

Salah satu alasan menga-
pa stunting begitu berbaha-
ya adalah karena prosesnya 
berlangsung perlahan dan 
hampir tanpa gejala. Anak 
tetap tampak ceria, aktif ber-
main, bahkan jarang sakit. 
Orang tua sering kali tidak 
menyadari adanya gangguan 
pertumbuhan karena peruba-
han tinggi badan terjadi secara 
bertahap. 

Ketika stunting baru terdi-
agnosis pada usia dua tahun 
atau lebih, kesempatan emas 
untuk memperbaiki pertum-
buhan telah banyak terlewat. 
Inilah sebabnya stunting se-
ring disebut sebagai silent 
crisis, yaitu krisis yang ber-
kembang secara diam-diam.

Ilmu kedokteran modern 
menunjukkan bahwa akar 
masalah stunting sesung-
guhnya telah dimulai sejak 
masa prakonsepsi, selama 
kehamilan, hingga dua tahun 
pertama kehidupan atau yang 
dikenal sebagai 1000 Hari 
Pertama Kehidupan (HPK). 
Kekurangan gizi ibu, anemia, 
infeksi selama kehamilan, 
gangguan pertumbuhan janin, 
bayi lahir dengan berat badan 
rendah, hingga pola pemberi-
an makan yang tidak optimal 
merupakan rangkaian faktor 
yang saling berkaitan.

Artinya, stunting bukanlah 
penyakit yang muncul secara 
tiba-tiba pada usia balita, me-
lainkan hasil dari proses pan-
jang yang sebenarnya dapat 
dicegah sejak awal kehidupan.

Mengubah Paradigma: Dari 
Penanganan Menjadi Pencegahan

Selama bertahun-tahun, 
program penanggulangan 
stunting lebih banyak berfo-
kus pada penanganan anak 
yang sudah mengalami gang-
guan pertumbuhan. Interven-
si berupa pemberian makanan 

tambahan, suplementasi gizi, 
maupun edukasi tetap sangat 
penting. Namun pendekatan 
tersebut sering kali dilakukan 
ketika proses stunting sudah 
terjadi.

Kini, perkembangan ilmu 
kesehatan masyarakat menga-
jarkan paradigma baru, yaitu 
predictive and preventive 
medicine. Fokus pelayanan 
tidak lagi sekadar menangani 
stunting, tetapi mengidentifi-
kasi faktor risiko sedini mung-
kin sehingga intervensi dapat 
dilakukan sebelum gangguan 
pertumbuhan terjadi.

Gaya Hidup Sehat Dimulai Sebe-
lum Kehamilan

Tidak semua faktor risiko 
stunting dapat diubah. Fak-
tor genetik maupun kondisi 
tertentu pada bayi memiliki 
peran tertentu. Namun sebagi-
an besar faktor penyebab stun-
ting justru dapat dimodifikasi.

Status gizi calon ibu, kon-
sumsi protein hewani, kecu-
kupan zat besi dan asam folat, 
aktivitas fisik yang sesuai, 
berat badan ideal, kebersihan 
lingkungan, akses air bersih, 
sanitasi yang layak, pembe-
rian ASI eksklusif, MPASI 
bergizi seimbang, serta imu-
nisasi lengkap merupakan 
faktor-faktor yang terbukti 
berperan besar dalam mence-
gah stunting.

Berbagai penelitian menun-
jukkan bahwa investasi pada 

kesehatan ibu sebelum dan se-
lama kehamilan memberikan 
dampak yang jauh lebih besar 
dibandingkan intervensi sete-
lah anak mengalami stunting.

Sayangnya, edukasi men-
genai pentingnya pencegahan 
sejak masa prakonsepsi masih 
belum optimal. Banyak ke-
luarga baru memperhatikan 
status gizi anak ketika per-
tumbuhan mulai tertinggal.

Deteksi Dini Tidak Lagi Hanya 
Mengukur Tinggi Badan

Kemajuan ilmu pengetahu-
an memungkinkan tenaga 
kesehatan mengenali risiko 
stunting jauh sebelum anak 
lahir. Saat ini penilaian tidak 
hanya berdasarkan pengu-
kuran tinggi badan anak, 
tetapi juga mempertimbang-
kan berbagai faktor seperti 
status gizi ibu, indeks massa 
tubuh sebelum hamil, anemia, 
penyakit penyerta, usia ibu, 
jarak kehamilan, status sosial 
ekonomi, tingkat pendidikan, 
konsumsi protein hewani, sa-
nitasi lingkungan, serta akses 
pelayanan kesehatan.

Berbagai biomarker ma-
ternal, pemeriksaan labora-
torium, pertumbuhan janin 
melalui ultrasonografi, hingga 
data digital kesehatan kini 
mulai dikembangkan untuk 
membantu mengidentifikasi 
kehamilan yang berisiko me-
lahirkan bayi dengan ganggu-
an pertumbuhan.**

Stunting: Ancaman Senyap yang Sebenarnya 
Dapat Dicegah Sejak Sebelum Kelahiran

Mengapa Indonesia Memerlukan Model Prediksi Dini Stunting?
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SULTENG RAYA – Holding Pe-
rusahaan MIND ID, PT Vale Indo-
nesia Tbk., membuka kesempatan 
kerja bagi masyarakat Indonesia. 
Lewat akun Instragram resminya, @
ptvaleindonesia. Perusahaan mem-
buka kesempatan lerja untuk posisi 
Senior Coordinator Legal.

Kesempatan kerja ini dibuka 
sampai 8 Juli mendatang. Nantinya, 
Lokasi kerjanya berada di wilayah 
konsesi di Sorowako atau PT Vale 
Blok Sorowako di Sorowako, Luwu 
Timur, di Sulawesi Selatan. 

Posisi ini punya peran membe-
rikan dukungan layanan hukum 
untuk memastikan organisasi 
memenuhi kewajiban hukumnya 
dan melindungi kepentingan stra-
tegisnya, dengan fokus khusus 
pada hubungan industrial dan 

operasi di Sorowako.  Bagi para 
pencari kerja yang berminat pada 
posisi ini, bisa mengakses situs 
resmi PT Vale Indonesia melalui 
https://vale.com/indonesia/
career. 

Melalui situs tersebut, para pen-
cari kerja bisa mendapatkan in-
formasi lebih lengkap, baik syarat 
administrasi serta cara melakukan 
pendaftaran pada lowongan ter-
sebut. 

PT Vale menegaskan kalau re-
krutmen ini tanpa dipungut biaya 
alias gratis. Perusahaan meminta 
agar seluruh masyarakat waspada 
dengan informasi tentang lowongan 
kerja PT Vale yang beredar di media 
sosial. Informasi loker Vale hanya 
diumumkan melalui media sosial 
dan situs resmi Perusahaan. RHT

KETUA Dewan Komisioner OJK, Frederica Widyasari Dewi. FOTO: IGNACIO GEORDY OSWALDO

SULTENG RAYA - In-
donesia Anti-Scam Center 
(IASC) yang berada di ba-
wah naungan Satuan Tugas 
Pemberantasan Aktivitas 
Keuangan Ilegal (Satgas 
PASTI) Otoritas Jasa Keu-
angan (OJK) telah menerima 
setidaknya 608.168 laporan 
terkait tindak penipuan 
atau scam selama periode 
November 2024 hingga Juni 
2026.

Ketua Dewan Komisioner 
OJK, Frederica Widyasari 
Dewi, memaparkan dari 
jumlah laporan tersebut 
IASC berhasil memblokir 
sebanyak 557.751 rekening 
terkait scam. Berkat itu, 
IASC berhasil mengaman-
kan dana korban sebesar Rp 
674,1 miliar.

“Saya mengucapkan te-
rima kasih kepada Anda 
semua anggota Indonesia 
Anti-Scam Center dari bank 
dan lembaga keuangan lain-
nya yang telah melakukan 
pemblokiran rekening den-
gan cepat dan tepat waktu 
sehingga mencegah kehilan-
gan uang dari mereka yang 
dilaporkan ke Indonesia 

Anti-Scam Center dan juga 
dana sebesar Rp 674 miliar 
telah berhasil diamankan,” 
kata Frederica dalam acara 
Seminar on Scams, Jakarta 
Pusat, Senin (6/7/2026).

Lebih lanjut, ia mengata-
kan dari jumlah dana yang 
berhasil diamankan, Rp 
196,93 miliar di antaranya 
sudah dikembalikan kepada 
para korban. Artinya, masih 
ada sekitar Rp 477,17 miliar 
dana korban yang masih 
dalam proses.

“Dari perspektif anti pen-
cucian uang, penipuan se-
ring kali bergantung pada 
uang yang ada pada Anda 
dan bukan pada rekening, 
saluran pembayaran, mer-
chant dan sub-merchant, 
aset virtual, dan jaringan 
lintas batas. Saluran-saluran 
ini dapat menyembunyikan 
pelaku, mengaburkan sum-
ber dana, dan mempersulit 
pelacakan transaksi keuan-
gan ilegal,” jelasnya. 

Meski begitu, jumlah dana 
hasil penipuan yang berhasil 
diamankan IASC ini masih 
jauh dari total kerugian yang 
diderita para korban. Sebab, 

menurut Ketua Satgas PAS-
TI, Rizal Ramadhani, total 
dana yang hilang akibat 
tindak penipuan telah men-
capai Rp 9,3 triliun selama 
periode November 2024 
hingga Mei 2026.

“Rp 9,3 triliun dari 2024 
sampai Mei 2026. Kalau data 
ibu (Frederica) tadi kan sam-
pai Juni,” ujar Rizal.

Jika dihitung, persentase 
dana yang berhasil dia-
mankan dibandingkan total 
kerugian masyarakat akibat 
tindak penipuan atau scam 
ini hanya sekitar 7,24%. 
Menurutnya, kondisi ini ter-
jadi lantaran korban sering 
kali terlambat melaporkan 
tindak penipuan yang dia-
laminya kepada IASC, OJK, 
maupun Satgas PASTI.

Sebab, semakin lambat 
laporan diberikan, semakin 
lambat juga Indonesia An-
ti-Scam Center bisa men-
gambil tindakan, termasuk 
dalam hal memblokir re-
kening terkait penipuan 
tersebut. Hal itu membuat 
peluang untuk mengaman-
kan dana korban semakin 
kecil.

“Dicari sendiri angka-
nya, persentasenya Rp 
9,3 triliun yang kerugian, 

kembali Rp 680-an mi-
liar, jadi berapa persen? 
Kecepatan laporan itu 

menentukan kecepatan 
tindakan dari scam center. 
Jadi sekarang kita lagi ban-

gun sistem agar mereka 
tuh lapornya juga cepat,” 
paparnya. DTC

SULTENG RAYA - Di 
bawah supervisi Dananta-
ra, PT Bank Rakyat Indo-
nesia (Persero) Tbk terus 
memperkuat perannya 
sebagai penggerak eko-
nomi kerakyatan melalui 
penguatan kinerja, trans-
formasi bisnis yang berke-
lanjutan, serta komitmen 
menciptakan nilai tambah 
bagi masyarakat dan ne-
gara.

Kinerja solid Perseroan 
sepanjang 2025 menjadi 
landasan bagi BRI untuk 
kembali memberikan kon-
tribusi signifikan kepa-
da negara melalui pem-
bagian dividen. Dalam 
Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (RUPST) 
Tahun 2026 yang digelar 
pada Jumat (10/4/2026), 
Perseroan menetapkan 
pembagian total dividen 
tunai Tahun Buku 2025 
sebesar Rp52,1 triliun atau 
Rp346,00 per saham. 

Pembagian dividen ter-
sebut mengacu pada ki-
nerja keuangan laba tahun 
berjalan konsolidasian 
perseroan untuk tahun 
buku yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2025 
sebesar Rp57,132 triliun, 
dengan total laba yang 
dapat diatribusikan kepa-
da pemilik entitas induk 
sebesar Rp56,65 triliun. 
Capaian tersebut kembali 
menempatkan BRI seba-
gai salah satu kontributor 
dividen terbesar kepada 
negara, sekaligus men-
cerminkan kemampuan 
Perseroan menjaga per-
tumbuhan bisnis jangka 
panjang.

Momentum kinerja yang 
solid ini pun terus ber-
lanjut hingga awal tahun 
2026. Pada Triwulan I 2026, 
BRI berhasil membukukan 
laba bersih konsolidasi-
an sebesar Rp15,5 triliun 
atau tumbuh 13,7% secara 
tahunan (year-on-year/
yoy). Dari sisi interme-
diasi, penyaluran kredit 
mencapai Rp1.562 triliun 
atau meningkat 13,7% yoy, 
sementara Dana Pihak 
Ketiga (DPK) tercatat se-
besar Rp1.555 triliun atau 
tumbuh 9,4% yoy. 

Di tengah fundamental 
kinerja yang tetap terjaga, 
Direktur Utama BRI Hery 
Gunardi menegaskan bah-
wa kehadiran Danantara 
menjadi momentum pen-
ting bagi BRI untuk mem-
perkuat sinergi, memper-
cepat transformasi, serta 
meningkatkan peran Per-
seroan dalam mendukung 
agenda pembangunan na-
sional.

“BRI akan terus me-
lanjutkan transformasi 
dengan bertumpu pada 
fundamental yang kuat, 
penguatan bisnis inti, serta 
pengembangan sumber 
pertumbuhan baru. Kebe-
radaan Danantara menjadi 
momentum penting bagi 
BRI untuk memperkuat 
peran dalam mendukung 
pencapaian program stra-
tegis nasional serta ber-
bagai program prioritas 
pemerintah. Kami ingin 
memastikan pertumbuhan 
Perseroan tidak hanya ter-

cermin pada kinerja keuan-
gan, tetapi juga pada kon-
tribusi nyata BRI dalam 
pemberdayaan UMKM, 
penguatan ekonomi ke-
rakyatan, dan penciptaan 
dampak ekonomi yang le-
bih luas bagi masyarakat,” 
ujar Hery.

Dalam fase baru penge-
lolaan di bawah Dananta-
ra, BRI terus memperkuat 
kinerja dan mempercepat 
transformasi untuk men-
jaga pertumbuhan yang 
sehat dan berkelanjutan, 
sekaligus mendukung ber-
bagai program pemerintah 
dalam mendorong ekono-
mi kerakyatan. Komitmen 
tersebut tercermin dalam 
sejumlah langkah strategis 
berikut:

1. BRI Tebar Dividen 
Rp52,1 Triliun, Tertinggi 
Sepanjang Sejarah

BRI resmi membagikan 
dividen jumbo dari tahun 
buku 2025 dengan total 
mencapai Rp52,1 triliun. 
Nilai tersebut menjadi 
dividen tertinggi sepan-
jang sejarah BRI, sekaligus 
mempertegas konsistensi 
Perseroan dalam menjaga 
profitabilitas, mencipta-
kan nilai bagi pemegang 
saham, dan memberikan 
kontribusi nyata bagi pe-
rekonomian nasional.

2. Transformasi BRIvolu-
tion Reignite

Di bawah kepemimpi-
nan Direktur Utama Hery 
Gunardi, BRI menetapkan 
program transformasi BRI-
Volution Reignite yang 
dirancang untuk mem-
perkuat fondasi bisnis, 
meningkatkan efisiensi, 
serta memastikan BRI tetap 
relevan dan kompetitif di 
tengah perubahan lanskap 
ekonomi dan teknologi. 

BRIVolution Reignite 
menegaskan fokus BRI 
pada penguatan struktur 
pendanaan, percepatan 
digitalisasi, peningkatan 
produktivitas, serta pen-
gembangan bisnis inti dan 
bisnis baru yang berke-
lanjutan. Seluruh agenda 
tersebut dijalankan dengan 
orientasi customer-centric, 
sekaligus memperkuat 
peran BRI sebagai bank 
yang melayani seluruh 
segmen nasabah.

3. Rebranding BRI: Per-
tegas Posisi “Satu Bank 
untuk Semua”

Sebagai kelanjutan dari 
agenda transformasi, BRI 
telah meluncurkan Cor-
porate Rebranding BRI 
pada Selasa (16/12/2025) 
bersamaan dengan hari 
jadi yang ke-130. “Melalui 
inisiatif corporate rebran-
ding, BRI menghadirkan 
identitas yang lebih mo-
dern, universal, inklusif, 
dan relevan bagi seluruh 
masyarakat Indonesia, 
tanpa meninggalkan ni-
lai-nilai utama yang te-
lah menjadi fondasi Per-
seroan, yakni DNA keber-
pihakan kepada rakyat, 
pemberdayaan UMKM, 
serta peran strategis BRI 
sebagai agent of develop-
ment,” ujar Hery.

4. CoF Turun ke 2,3%, 
Efisiensi Pendanaan Makin 
Kuat

ILUSTRASI tenaga kerja PT Vale. FOTO: DOK. PT VALE

Yuk Daftar! PT Vale Buka 
Loker, Tutup 8 Juli 2026

Rp9,3 Triliun Uang Warga 
Indonesia Raib karena Scam

Pada Triwulan I 2026, 
CASA BRI tumbuh 13,2% 
yoy menjadi Rp1.058,6 
triliun, mendorong rasio 
CASA naik ke 68,07% dan 
menurunkan cost of fund 
(CoF) menjadi 2,3% dari 3% 
pada periode yang sama 
tahun sebelumnya. Per-
baikan struktur pendanaan 
tersebut ditopang oleh 
meningkatnya transaksi 
melalui BRImo, Qlola by 
BRI, Business Merchant, 
dan QRIS BRI, yang turut 
memperkuat efisiensi pen-
danaan Perseroan.

5. KUR BRI Terbesar, 
P e n y a l u r a n  T e m b u s 
Rp84,36 Triliun

Sepanjang Januari hing-
ga Mei 2026, realisasi pen-
yaluran KUR BRI telah 
mencapai Rp84,36 triliun 
atau 46,87% dari total al-
okasi tahun 2026 sebesar 
Rp180 triliun. Mayoritas 
penyaluran mengalir ke 
sektor produktif dengan 
porsi 67,18%, sementara 
sektor pertanian menjadi 
kontributor terbesar den-
gan pembiayaan Rp35,91 
triliun, mempertegas posisi 
BRI sebagai penyalur KUR 
terbesar di Indonesia seka-
ligus pendukung Asta Cita 
Pemerintah.

6. Perkuat Akses Hunian 
Rakyat, Penyaluran KPP 
BRI Tembus Rp9,5 Triliun

Komitmen BRI dalam 
mendukung sektor peru-
mahan nasional tercermin 
dari penyaluran Kredit 
Pemilikan Properti (KPP) 
yang hingga 31 Mei 2026 
telah mencapai Rp9,5 trili-
un kepada 68.212 debitur. 
Seiring tingginya kebu-
tuhan pembiayaan masy-
arakat, Perseroan juga me-
ningkatkan alokasi KPP 
tahun 2026 dari Rp8 triliun 
menjadi Rp12 triliun, seka-
ligus mempertegas posisi 
BRI sebagai bank dengan 
penyaluran KPP terbesar 
di Indonesia.

7 .  DNA Kerakyatan 
Tetap Kuat, BRI Konsisten 
Perkuat Pemberdayaan 
UMKM dan Desa

Komitmen Perseroan ter-
hadap ekonomi kerakyatan 
juga diwujudkan melalui 
pemberdayaan UMKM 
dan pengembangan eko-
sistem desa. Hingga kini, 
BRI telah membina 5.245 
Desa BRILiaN, melayani 
15,6 juta user LinkUMKM, 
serta mengembangkan 
lebih dari 43 ribu klaster 
usaha melalui program 
Klasterku Hidupku untuk 
memperkuat kapasitas pe-
laku usaha rakyat agar naik 
kelas secara berkelanjutan.

8. BRI Group Kian Solid, 
Entitas Anak Sumbang 
25,1% Laba Konsolidasian

Di bawah supervisi 
Danantara, penguatan ek-
osistem BRI Group ter-
cermin dari kontribusi 
perusahaan anak yang 
hingga akhir Triwulan I 
2026 membukukan laba 
sebesar Rp3,89 triliun, 
atau setara 25,1% dari laba 
bersih konsolidasian BRI. 
Capaian ini menegaskan 
semakin kuatnya peran 
perusahaan anak dalam 
menopang kinerja grup 
sekaligus memperkokoh 
struktur bisnis Perseroan 
agar lebih terdiversifikasi 
dan tangguh.

Chief Operating Of-
ficer (COO) Danantara 
sekaligus Kepala Badan 
Pengaturan BUMN Dony 
Oskaria menyampaikan 
bahwa bank-bank milik 
pemerintah terus men-
catatkan kinerja positif 
seiring berjalannya agenda 
transformasi. 

“Kinerja bank Himba-
ra yang positif jadi pilar 
dalam mendorong per-
tumbuhan ekonomi nasi-
onal melalui pembiayaan 
yang lebih besar kepada 
sektor-sektor produktif 
dan kerakyatan, termasuk 
industri manufaktur, hiliri-
sasi sumber daya alam, in-
frastruktur, UMKM, serta 
berbagai sektor yang mam-
pu menciptakan lapangan 
kerja dan meningkatkan 
daya saing nasional,” ujar 
Dony. RHT

BRI Setorkan Dividen 
Terbesar Sepanjang 

Sejarah Supervisi Danantara

sekaligus menunjukkan bah-
wa Polri hadir sebagai pelin-
dung, pengayom, pelayan, 
sekaligus mitra masyarakat 
dalam berbagai aspek ke-
hidupan," ujarnya.Ia juga 
berharap, bantuan yang 
diberikan dapat meringan-
kan kebutuhan masyarakat 
serta mempererat hubungan 
antara Polri dan warga.

"Kami berharap kepe-

dulian yang ditunjukkan 
melalui kegiatan ini dapat 
memperkuat rasa kebersa-
maan dan semangat gotong 
royong. Dukungan serta 
kepercayaan masyarakat 
menjadi modal utama bagi 
Polri dalam menjalankan 
tugas menjaga keamanan 
dan ketertiban," harapnya.

Ps. Kasubbid Penmas juga 
mengimbau masyarakat 

agar terus menjaga situasi 
keamanan dan ketertiban 
masyarakat (kamtibmas) 
di lingkungan masing-ma-
sing dengan meningkatkan 
kepedulian terhadap kon-
disi sekitar, tidak mudah 
terprovokasi informasi yang 
belum jelas kebenarannya, 
serta segera melaporkan 
kepada pihak kepolisian 
apabila menemukan potensi 

gangguan keamanan mau-
pun tindak pidana.

"Keamanan merupakan 
tanggung jawab bersama. 
Kami mengajak seluruh 
masyarakat untuk terus ber-
sinergi dengan Polri dalam 
menciptakan situasi kamtib-
mas yang aman, damai, dan 
kondusif demi mendukung 
pembangunan di Sulawesi 
Tengah," imbaunya.*/YAT

Sulteng nambaso
SULTENG RAYA
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SULTENG RAYA - Guna 
memastikan keamanan 
dan ketertiban di Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA) Kelas II Palu, Kepa-
la Seksi Pembinaan, Andi 
Nuryadin, yang juga selaku 
Perwira piket dan Subseksi 
Pendidikan dan Bimbingan 
Kemasyarakatan (Bimke-
mas), Kusumawati, selaku 
pejabat piket memimpin 
langsung kegiatan trolling 
(kontrol keliling) di wisma 
hunian anak binaan bersama 
Kepala Regu Pengawasan 
dan anggota jaga, Ahad 
(5/7/2026) malam.

Dalam kegiatan tersebut, 
Andi Nuryadin, Kusuma-
wati bersama Kepala Regu 
Pengawasan melakukan 
pemeriksaan pada setiap 
kamar hunian. Petugas men-
gecek setiap sudut ruangan 
yang berpotensi menjadi 
tempat penyimpanan ba-
rang-barang terlarang serta 
memastikan seluruh aktivi-
tas anak binaan berlangsung 
dengan tertib sesuai ketentu-
an yang berlaku.

Selain melaksanakan tu-
gas pengawasan, momen 
tersebut juga dimanfaatkan 
oleh Kusumawaty yang 
baru menjabat sebagai Kepa-
la Subseksi Pendidikan dan 
Bimkemas untuk berbaur 
dengan anak binaan. 

Melalui interaksi yang 
hangat dan komunikatif, 
ia berupaya membangun 
kedekatan, mengenal lebih 
dekat karakter setiap anak 
binaan, serta menciptakan 
hubungan yang baik sebagai 
bagian dari proses pembi-
naan.

Kusumawati mengatakan 

bahwa kegiatan kontrol 
keliling merupakan agenda 
rutin yang dilaksanakan 
oleh perwira piket bersama 
regu pengawasan sebagai 
langkah deteksi dini dan 
pencegahan terhadap poten-
si gangguan keamanan dan 
ketertiban.

"Kontrol keliling ini akan 
terus kami lakukan pada 
pagi, siang, maupun malam 
hari, terutama pada jam-
jam rawan. Ini merupakan 
bagian dari tanggung ja-
wab kami untuk memas-
tikan kondisi LPKA Kelas 
II Palu tetap aman, tertib, 
dan kondusif. Di sisi lain, 
saya juga ingin lebih dekat 
dengan anak-anak binaan 
agar dapat mengenal me-
reka secara langsung dan 
mendukung proses pembi-
naan yang lebih efektif," ujar 
Kusumawati.

Sementara, Kepala LPKA 
Kelas II Palu, Welli, men-
gapresiasi pelaksanaan kon-
trol keliling malam yang 
dilakukan oleh jajarannya. 
Menurutnya, kegiatan ter-
sebut merupakan bentuk 
komitmen seluruh petugas 
dalam menjaga keamanan 
dan ketertiban di lingkun-
gan LPKA.

"Saya sangat mengapresi-
asi jajaran yang secara kon-
sisten melaksanakan kontrol 
keliling guna memastikan 
kondisi LPKA Palu tetap 
aman dan kondusif. Saya 
juga mengingatkan seluruh 
petugas jaga agar terus men-
gedepankan deteksi dini, 
meningkatkan kewaspad-
aan, serta mencegah sedini 
mungkin hal-hal yang tidak 
diinginkan," jelas Welli.*/YAT

KEPALA Seksi Pembinaan, Andi Nuryadin, yang juga selaku Per-
wira piket dan Subseksi Pendidikan dan Bimkemas, Kusumawa-
ti, selaku pejabat piket saat memimpin langsung kegiatan trolling 
(kontrol keliling) di wisma hunian anak binaan bersama Kepala 
Regu Pengawasan dan anggota jaga, Ahad (5/7/2026) malam. 
FOTO: HUMAS LPKA PALU

KONTROL KELILING MALAM

LPKA Palu Jaga Keamanan 
dan Pererat Hubungan 
dengan Anak Binaan

Menteri ESDM, Bahlil La-
hadalia, menegaskan bahwa 
kebijakan ini merupakan 
bentuk komitmen Pemerin-
tah dalam mempertahankan 
daya beli masyarakat, men-
dukung daya saing industri, 
dan memberikan kepastian 
bagi pelaku usaha.

"Demi menjaga daya beli 
masyarakat serta mendu-
kung stabilitas ekonomi 
nasional, pemerintah memu-
tuskan tarif listrik Triwulan 
III Tahun 2026 tetap atau 
tidak naik," jelas Bahlil.

Sesuai dengan Peraturan 
Menteri ESDM Nomor 7 
Tahun 2024, penyesuaian 
tarif (tariff adjustment) bagi 
13 golongan pelanggan non-

subsidi sejatinya dilakukan 
setiap tiga bulan berdasar-
kan perubahan empat para-
meter ekonomi makro, yaitu 
kurs rupiah, Indonesian 
Crude Price (ICP), inflasi, 
dan Harga Batubara Acuan 
(HBA).

Untuk Triwulan III tahun 
2026 parameter yang di-
gunakan merupakan reali-
sasi periode Februari–April 
2026 yang mencatat kurs 
sebesar Rp16.959,32 per 
USD, ICP sebesar USD96,12 
per barel, inflasi 0,21 persen, 
dan HBA sebesar USD70 
per ton (sesuai kebijakan 
Domestic Market Obligati-
on/DMO batubara). Meski 
secara formula terdapat 

TAMPAK pedagang dan pembeli di Pajus Medan, Sumatera Utara yang mengoptimalkan pemanfaatan listrik sebagai penunjang kegiatan ekonomi sehari-hari. FOTO: PLN

Tarif Listrik TW III Tetap, PLN Jaga 
Kualitas Layanan ke Masyarakat

SULTENG RAYA – Pemerintah melalui 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mine-
ral (ESDM) menetapkan tarif listrik PT PLN 
(Persero) Triwulan III (periode Juli–Septem-
ber) tahun 2026 tetap atau tidak mengalami 
kenaikan. Kebijakan ini dilakukan guna men-
jaga stabilitas ekonomi nasional di tengah 
dinamika global.

potensi perubahan tarif, 
Pemerintah memutuskan 
untuk mempertahankan 
tarif listrik guna menjaga 
stabilitas ekonomi nasional.

Bahlil menambahkan, 
selain untuk pelanggan 
nonsubsidi, kebijakan ini 
juga berlaku bagi 24 golon-
gan pelanggan bersubsidi 
yang juga dipastikan tidak 
mengalami perubahan tarif 
listrik, seperti pelanggan 

sosial, rumah tangga mis-
kin, bisnis kecil, industri 
kecil, hingga pelaku Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM).

"Pemerintah berkomitmen 
menghadirkan listrik yang 
andal, terjangkau, dan ber-
keadilan. 

Kebijakan tarif tetap ini 
menjadi bagian dari upaya 
menjaga stabilitas ekono-
mi sekaligus memastikan 

layanan kelistrikan tetap 
berkelanjutan," ucap Bahlil.

Sementara ,  Direktur 
Utama PLN, Darmawan 
Prasodjo menyampaikan, 
sebagai perpanjangan tan-
gan Pemerintah, PLN siap 
menjalankan kebijakan tarif 
listrik Triwulan III Tahun 
2026 sekaligus berkomitmen 
untuk terus menghadirkan 
pasokan listrik yang andal 
dan layanan kelistrikan yang 

semakin berkualitas kepada 
masyarakat.

“Kami mengapresiasi 
langkah Pemerintah yang 
tetap menjaga stabilitas ta-
rif listrik pada Triwulan III 
tahun 2026 dan siap men-
jalankan kebijakan ini. PLN 
berkomitmen untuk terus 
menjaga keandalan pasokan 
listrik dan kualitas layanan, 
sehingga kebijakan dari 
Pemerintah dapat dirasakan 

langsung dampaknya oleh 
masyarakat luas serta men-
jadi motor penggerak roda 
perekonomian domestik,” 
ujar Darmawan.

Adapun, untuk rincian 
tarif tenaga listrik di Triwu-
lan III 2026 (Juli–September) 
dapat diakses melalui web-
site PLN https://www.pln.
co.id/pelanggan-id/tarif-te-
naga-listrik-id/penyesuai-
an-tarif-id.*/HJ

SULTENG RAYA - Dalam 
rangka memperingati Hari 
Bhayangkara ke-80, Direk-
torat Pembinaan Masyarakat 
(Ditbinmas) Polda Sulawesi 
Tengah (Sulteng) menggelar 
bakti sosial berupa pembagi-
an beras dan paket sembako 
kepada masyarakat yang 
membutuhkan di sejumlah 
titik di Kota Palu, Rabu 
(1/7/2026). Kegiatan terse-
but, dipimpin Direktur Bin-
mas Polda Sulawesi Tengah 
melalui Ps. Kasubdit Satpam 
Ditbinmas Kompol Mat Suk-
ri, sebagai wujud kepeduli-
an Polri terhadap masyara-
kat sekaligus implementasi 
tema Hari Bhayangkara 
ke-80, "80 Tahun Mengabdi, 
Polri untuk Masyarakat."

Pembagian bantuan di-
laksanakan secara serentak 
di beberapa lokasi, yakni 
di Yayasan Pondok Pesan-
tren Salafiyah dan Lembaga 
Kesejahteraan Sosial Anak 
(LKSA) Manba'ush Sho-
lichin Al-Charomain di Jalan 
Keramik, Kelurahan Duyu, 
Kecamatan Tatanga.

Kemudian, di rumah-ru-
mah warga di Jalan Gawali-
se, Jalan Taiparanggu, Jalan 
Lagarutu, dan Jalan Tombo-
lotutu, Tempat Pembuangan 
Akhir (TPA) Kawatuna, 
kawasan Pasar Masomba, 
Taman GOR Palu, serta 
kepada para pengemudi 
ojek online dan masyarakat 
kurang mampu.

Bantuan berupa beras dan 
paket sembako disambut 
antusias oleh masyarakat. 
Kehadiran personel Ditbin-
mas Polda Sulteng itu tidak 
hanya menyerahkan ban-
tuan, tetapi juga menyapa 
dan berdialog langsung den-
gan warga sebagai bentuk 
pendekatan humanis Polri 
kepada masyarakat.

Kabid Humas Polda Sul-
teng, Kombes Pol Djoko 
Wienartono melalui Ps. 
Kasubbid Penmas Kom-
pol Reky P.H. Moniung 
mengatakan, bakti sosial 
ini merupakan bagian dari 
komitmen Polri untuk terus 
hadir di tengah masyarakat, 
tidak hanya dalam menjaga 
keamanan dan ketertiban, 
tetapi juga memberikan 
manfaat nyata bagi warga 
yang membutuhkan.

"Momentum Hari Bha-
yangkara ke-80 kami maknai 
sebagai kesempatan untuk 
semakin mendekatkan Polri 
dengan masyarakat. Melalui 
kegiatan sosial ini, kami 
ingin berbagi kebahagiaan 

PERSONEL Ditbinmas Polda Sulteng saat menyalurkan bantuan beras kepada warga di Kota Palu. FOTO: DOK DITBINMAS POLDA 
SULTENG

HARI BHAYANGKARA KE-80

Ditbinmas Polda Sulteng Bagikan 
Sembako kepada Masyarakat
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tersebut.
“Harapannya memang 

Danau Lindu menjadi salah 
satu destinasi wisata ung-
gulan di Sulawesi Tengah 
yang mampu menarik wi-
satawan dari berbagai dae-
rah, bahkan mancanegara,” 
ucapnya.

Ia menuturkan salah satu 
tujuan pelaksanaan Festival 
Danau Lindu tahun 2026 

tidak hanya untuk men-
genalkan potensi wisata, 
melainkan sebagai media 
promosi yang mampu me-
ningkatkan perekonomian 
masyarakat setempat.

“Ada konsep baru yang 
sedang dikembangkan 
pada FDL tahun ini den-
gan mengadopsi sejumlah 
strategi yang diterapkan 
Kabupaten Banyuwangi 

dalam membangun sektor 
pariwisata seperti melalui 
pengembangan sport tou-
rism yang dipadukan den-
gan Festival Danau Lindu,” 
sebutnya.

Diketahui pelaksanaan 
FDL tahun 2026 bertemakan 
Merayakan Warisan Perada-
ban dengan berbagai kegi-
atan seperti Wisata Olahraga 
yakni lomba tarik tambang 

perahu, lomba orienterring, 
lomba cross country ter-
masuk tur wisata kawasan 
Lindu seperti wisata alam, 
berkuda, perahu, anggrek 
dan wisata kopi.

Pelaksanaan FDL terse-
but berlokasi di Kecamatan 
Lindu, Kabupaten Sigi, Su-
lawesi Tengah dijadwalkan 
pada 23 hingga 25 Juli 2026. 
ANT

Hidangan mewah nan 
menghangatkan ini di-
banderol Rp89.000 nett”, 
u n g k a p  M e s a k ,  C h e f 
Hotel Santika Palu pada 
Sabtu (5/7/2026) di Topas 
Cafe.

Katanya, untuk meleng-
kapi santapan, Hotel Santi-
ka Palu juga menghadirkan 
Iced Pandan Wangi. Minu-

man segar ini memadukan 
aroma sirup pandan khas, 
kesegaran teh, dan biji se-
lasih. Perpaduan warna 
dan rasanya pas untuk 
melepas dahaga di tengah 
cuaca Kota Palu. Harga: 
Rp38.000 nett.

Kedua menu spesial ini 
tersedia sepanjang hari 
di restoran Hotel Santika 

Palu selama bulan Juli 2026. 
Cocok untuk makan siang 
bersama rekan kerja mau-
pun makan malam bersama 
keluarga.

Bagi member setia apli-
kasi MyValue dan MySanti-
ka, tersedia kemudahan pe-
mesanan serta keuntungan 
tambahan selama periode 
promo.  *HJ

Rumah sederhana yang 
kini berdiri kokoh itu di-
resmikan langsung oleh 
Kapolres Parigi Moutong, 
AKBP Hendrawan A.N., 
didampingi Ketua Bha-
yangkari Cabang Parigi 
Moutong, Ny. Bibit Hen-
drawan. 

P e n y e r a h a n  r u m a h 
menjadi salah satu wu-
jud nyata kepedulian Polri 
kepada masyarakat, seka-
ligus memperingati Hari 
Bhayangkara dengan aksi 
yang memberikan manfaat 
langsung.

Prosesi penyerahan ber-
langsung khidmat dan dis-
aksikan para Pejabat Utama 
Polres Parigi Moutong, 
pengurus Bhayangkari 
Cabang Parigi Moutong, 
Pelaksana Tugas (Plt) Ke-
pala Desa Pangi, Nur Amas, 
S.Sos, tokoh masyarakat, 
serta warga setempat.

Acara diawali dengan 
pembacaan doa, dilanjut-
kan sambutan Plt. Kepala 
Desa Pangi dan Kapolres 
Parigi Moutong. Momen 
peresmian ditandai den-
gan pengguntingan pita, 
penyerahan kunci rumah 

secara simbolis kepada 
Supri beserta keluarganya, 
pemberian bantuan sosial, 
hingga sesi foto bersama.

Dalam sambutannya, 
AKBP Hendrawan mene-
gaskan bahwa kehadiran 
Polri tidak hanya diwujud-
kan melalui tugas menjaga 
keamanan dan ketertiban 
masyarakat, tetapi juga 
melalui aksi sosial yang 
menyentuh langsung kebu-
tuhan warga.

Momentum Hari Bha-
yangkara ke-80 ini kami 
jadikan sebagai sarana un-
tuk semakin mendekatkan 
Polri dengan masyarakat.

“Program bedah rumah 
ini merupakan wujud kepe-
dulian dan pengabdian Pol-
ri agar masyarakat dapat 
menikmati tempat tinggal 
yang lebih layak, aman, dan 
nyaman.

Semoga bantuan ini 
membawa manfaat serta 
semakin mempererat hu-
bungan harmonis antara 
Polri dan masyarakat,” ujar 
Kapolres.

Bagi Supri dan keluarga-
nya, rumah tersebut bukan 
sekadar bangunan baru, 

melainkan harapan baru 
untuk menjalani kehidupan 
yang lebih nyaman dan 
aman.

Dengan penuh rasa syu-
kur, mereka menyampai-
kan terima kasih kepada 
Polres Parigi Moutong dan 
Bhayangkari atas perhatian 
yang telah diberikan.

Program bedah rumah 
ini menjadi salah satu rang-
kaian bakti sosial Hari Bha-
yangkara ke-80 yang men-
gusung semangat pengab-
dian kepada masyarakat.

Melalui kegiatan terse-
but, Polres Parigi Moutong 
ingin menegaskan bahwa 
Polri hadir bukan hanya 
sebagai penegak hukum, 
tetapi juga sebagai mitra 
masyarakat yang peduli 
terhadap persoalan sosial 
dan kemanusiaan.

Seluruh rangkaian ke-
giatan berlangsung aman, 
tertib, dan penuh kehan-
gatan, mencerminkan se-
mangat Polri Presisi yang 
terus berupaya memban-
gun kedekatan dengan 
masyarakat melalui pela-
yanan yang humanis dan 
bermanfaat. AJI

tradisional, pemberdayaan 
perempuan penenun, pen-
guatan kapasitas perajin, 
serta pengembangan eko-
nomi hijau berbasis masy-
arakat.

Menurut dia, kolaborasi 
dengan EFWA membuka 
peluang bagi para perajin 
lokal untuk terhubung den-
gan jaringan industri mode 
berkelanjutan global sehing-
ga produk tenun Donggala 
dapat menjangkau pasar 
yang lebih luas tanpa me-
ninggalkan nilai-nilai tradisi 
yang melekat pada setiap 
karya.

Puncak festival akan di-
meriahkan dengan Sunset 

Fashion Show yang digelar 
mulai pukul 16.00 WITA di 
kawasan pesisir Donggala. 

Peragaan busana tersebut 
menampilkan karya sejum-
lah desainer internasional 
yang memadukan Tenun 
Buya Subi dalam koleksi adi-
busana kontemporer dengan 
latar panorama matahari 
terbenam.

Diah mengatakan pemi-
lihan Desa Wisata Towale 
sebagai lokasi penyelengga-
raan bukan tanpa alasan. Se-
lain ditetapkan sebagai salah 
satu desa wisata unggulan 
Sulawesi Tengah tahun 2026, 
kawasan itu juga dikenal 
sebagai pusat pelestarian 

Tenun Donggala dan pen-
gembangan desa wisata pe-
sisir berbasis ekonomi biru.

Ia menambahkan gaung 
Tenun Buya Subi sebelum-
nya telah menjangkau pasar 
internasional melalui kegi-
atan Eco Fashion Showcase 
Buya Subi yang digelar di 
Perth, Australia, pada April 
2026. 

Menurut dia, kegiatan 
tersebut mendapat dukun-
gan sejumlah perwakilan 
diplomatik Indonesia un-
tuk membuka peluang per-
dagangan ritel berbasis prin-
sip fair trade.

Melalui Buya Subi Project 
yang akan berjalan hingga 

2030, kata dia, Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Tengah 
bersama mitra internasional 
menargetkan terbentuknya 
ekosistem industri tenun 
yang berkelanjutan melalui 
pelatihan digital, pening-
katan kualitas produk sesuai 
standar global, serta pen-
guatan daya saing perajin 
lokal agar semakin mandiri 
secara ekonomi.

Ia berharap Festival Buya 
Subi dapat menjadi tonggak 
kebangkitan Tenun Dongga-
la di tingkat dunia sekaligus 
memperkuat posisi Sulawesi 
Tengah sebagai destinasi 
budaya dan pariwisata ber-
kelas internasional. ANT

“Sampai dengan 31 Mei 
2026 pendapatan daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah 
telah terealisasi sebesar 
Rp5,56 triliun atau 26,17 per-
sen dari target dengan kon-
traksi sebesar 12,46 persen 
secara year on year (yoy),” 
kata Kepala Kanwil DJPb 
Sulteng Teddy Suhartadi 
Permadi di Palu, Sulteng, 
Minggu.

I a  m e n j e l a s k a n 
pendapatan daerah masih 
didominasi pendapatan 
transfer yang mencapai 
Rp4,48 triliun atau 80,53 per-
sen dari total pendapatan 
daerah.

S e m e n t a r a  i t u , 
pendapatan asli daerah 
(PAD) terealisasi sebesar 
Rp1,06 triliun atau 19,06 per-
sen dari total pendapatan 
daerah, sedangkan lain-lain 
pendapatan daerah yang 
sah tercatat sebesar Rp22,59 
miliar atau 0,41 persen dari 

total pendapatan.
Menurut dia, rasio PAD 

terhadap total pendapatan 
daerah yang berada di ang-
ka 19,06 persen menunjuk-
kan tingkat kemandirian 
fiskal Provinsi Sulawesi 
Tengah masih relatif rendah 
dan masih bergantung pada 
dana transfer dari pemerin-
tah pusat.

Dari sisi belanja, Peme-
rintah Provinsi Sulawesi 
Tengah telah merealisasi-
kan belanja daerah sebesar 
Rp5,59 triliun atau 24,83 
persen dari pagu dengan 
pertumbuhan 2,35 persen 
dibandingkan periode yang 
sama tahun sebelumnya.

Se lan jutnya ,  Kanwi l 
DJPb mencatat realisasi 
pendapatan APBN Regio-
nal Sulawesi Tengah hing-
ga 31 Mei 2026 mencapai 
Rp3,51 triliun atau 39,18 
persen dari target.

“Pendapatan APBN telah 

terealisasi sebesar Rp3,51 
triliun atau 39,18 persen 
dari target dan mengalami 
pertumbuhan sebesar 12,8 
persen secara year on year,” 
ujarnya.

I a  m e n g a t a k a n 
pendapatan APBN dido-
minasi penerimaan perpaja-
kan, terutama pajak dalam 
negeri dengan realisasi se-
besar Rp1,59 triliun atau 
27,28 persen dari target, 
meski mengalami kontraksi 
sebesar 18,69 persen diban-
dingkan periode yang sama 
tahun sebelumnya.

Sementara itu, realisasi 
belanja APBN hingga 31 
Mei 2026 mencapai Rp8,85 
triliun atau 41,94 persen 
dari pagu dengan pertum-
buhan sebesar 6,49 persen 
secara tahunan.

Teddy mengatakan ki-
nerja fiskal Sulawesi Ten-
gah hingga Mei 2026 men-
unjukkan peran strategis 

sinergi antara APBN dan 
APBD dalam menjaga ke-
berlanjutan pembangunan 
daerah.

Namun demikian, kon-
disi APBN dan APBD di 
Sulawesi Tengah saat ini 
mengalami defisit sebesar 
Rp5,34 triliun akibat ting-
ginya belanja dibandingkan 
pendapatan.

Selain itu, dominasi be-
lanja pegawai yang ma-
sih tinggi serta rendahnya 
tingkat kemandirian fiskal 
daerah menunjukkan per-
lunya peningkatan PAD 
dan efisiensi belanja daerah.

“ P e r l u  p e n i n g k a t a n 
pendapatan asli daerah 
serta efisiensi dalam belanja 
agar dapat menciptakan 
struktur fiskal yang lebih 
sehat dan berkelanjutan 
serta lebih banyak manfaat 
APBD untuk belanja yang 
menyentuh masyarakat,” 
katanya. ANT

Menurut Baso, pungutan 
sebesar Rp15 juta merupa-
kan hasil kesepakatan anta-
ra pemodal dengan pemilik 
lahan yang difasilitasi oleh 
sebuah lembaga masyara-
kat desa. 

Dana tersebut, katanya, 
disepakati untuk mendu-
kung penyediaan fasilitas 
air bersih bagi masyarakat.

“Tidak ada sampai Rp40 
juta. Yang ada itu Rp15 
juta dan bukan dihitung 

per alat, tetapi berdasar-
kan talang. Adapun yang 
mereka sepakati dengan 
lembaga itu merupakan 
hasil musyawarah, bukan 
dari pemerintah desa,” 
tegas Baso saat dihubungi 
melalui telepon, Minggu 
(5/7/2026).

Meski membantah ke-
te r l iba tan  pemer in tah 
desa, pengakuan adanya 
pungutan dalam aktivitas 
pertambangan ilegal me-

munculkan pertanyaan 
mengenai legalitas praktik 
tersebut. 

Sementara itu, terkait 
keluhan masyarakat men-
genai kondisi Sungai To-
poya di Desa Lemo Utara 
yang keruh dan mengala-
mi pendangkalan diduga 
akibat aktivitas PETI, Baso 
menilai pencemaran tidak 
hanya berasal dari desanya.

Menurutnya, aktivitas 
pertambangan ilegal di 

wilayah Desa Alo’o juga 
ikut memberikan dampak 
terhadap kondisi sungai.

“Bukan cuma Tombi, 
ada juga dari wilayah Al-
o’o. Orang tahunya hanya 
Tombi,” katanya.

Hingga berita ini diter-
bitkan, belum ada langkah 
penindakan dari aparat 
penegak hukum terhadap 
praktik pertambangan ile-
gal yang masih berlangs-
ung di kawasan tersebut. AJI

SULTENG RAYA - Piala Presiden 2026 akan 
digelar pada 25 Juli mendatang. Sebanyak 

delapan tim akan jadi peserta turnamen pra-
musim ini.

Ada lima klub lokal yak-
ni Persib Bandung, Persija 
Jakarta, Persebaya Suraba-
ya, Arema FC, dan PSMS 
Medan. Kemudian ada tiga 
klub asing seperti Port FC, 
DPMM FC, dan Tampines 
Rovers.

Jadwal Piala Presiden 
2026 akan bergulir pada 25 
Juli hingga 6 Agustus 2026. 
Dua lokasi penyelenggaraan 
Piala Presiden 2026 adalah 
Stadion Si Jalak Harupat dan 
Stadion Gelora Bung Tomo 
Surabaya. 

Delapan tim tersebut akan 
dibagi ke dalam dua grup 
berisi empat klub. Akan 
ada 16 pertandingan ber-
langsung di ajang tahunan 
tersebut.

Ini merupakan kali kedua 
Port FC ikut serta. Pada edisi 
tahun lalu, tim berbasis di 
Bangkok Thailand itu juga 
diundang sekaligus jadi 
juara.

Sementara bagi DPMM FC 

dan Tampines Rovers akan 
jadi pertama kali ikut Piala 
Presiden. Pada edisi tahun 
lalu, ada klub Inggris Oxford 
FC sebagai kontestan.

Piala Presiden merupakan 
turnamen pramusim sejak 
pertama kali bergulir pada 
2015. Ini merupakan edisi 
kedelapan penyelenggaraan.

Arema FC paling sering 
jadi juara dengan empat kali 
menyabet trofi.

Kemudian Persib Ban-
dung juara pada edisi 2015, 
sedangkan Persija pada 
2018, dan Port FC pada 
2025. CNN

Daftar Klub Peserta Piala 
Presiden 2026

Persib Bandung
Persija Jakarta
Persebaya Surabaya
Arema FC
PSMS Medan
Port FC (Thailand)
DPMM FC (Brunei Darussalam)
Tampines Rovers (Singapura). 

IRAN mengatakan tengah menyiapkan tarif baru Selat Hormuz, negara sahabat akan dapat pertimbangan 
khusus. FOTO: REUTERS/STRINGER

SULTENG RAYA - Duta 
Besar  Iran untuk China, 
Abdolreza Rahmani Fazli, 
mengatakan kapal-kapal 
yang melintasi Selat Hor-
muz  akan dikenakan tarif 
baru.

Namun Fazli mengatakan 

bahwa China dan negara-ne-
gara “sahabat” lainnya akan 
diberikan “pertimbangan 
khusus” terkait tarif terse-
but.

Berbicara di Forum Perda-
maian Dunia di Beijing pada 
Sabtu (4/7), Dubes Fazli 

mengatakan Iran sedang 
bekerja dalam kolaborasi 
dan kerja sama dengan 
Oman mengenai pengatu-
ran baru untuk Selat Hor-
muz.

“Sebagai negara di mana 
Hormuz merupakan bagian 
dari perairan teritorialnya, 
kami pasti akan mengena-
kan biaya layanan. Namun 
biaya tersebut bukanlah 
pungutan,” kata Fazli 
dalam pernyataannya.

“Pengaturan baru ini 
akan berkaitan dengan 
jaminan keamanan jalur 
pelayaran melalui Selat 
Hormuz, pengawasan jalur 
pelayaran kapal, dan juga 

menjamin serta menangani 
konsekuensi lingkungan 
dari banyaknya kapal,” 
imbuhnya, dikutip AFP.

Kantor berita NourNews 
Iran juga mengutip pernya-
taannya bahwa “pertim-
bangan khusus” akan di-
terapkan kepada China 
dan negara-negara sahabat 
lainnya, dalam menentu-
kan tingkat dan jenis biaya 
layanan untuk kapal yang 
melewati jalur air tersebut.

Sebelum perang, seper-
lima dari minyak mentah 
dan gas alami cair dunia di-
kirim melalui selat tersebut.

April lalu, Amerika Seri-
kat memberlakukan bloka-

de angkatan laut terhadap 
pelabuhan-pelabuhan di 
wilayah selatan Iran, dalam 
upaya membendung ek-
spor minyak Iran.

Fazil menekankan bahwa 
selat tersebut telah men-
jadi “masalah keamanan” 
sejak perang empat bulan. 
Dia menambahkan bahwa 
pengaturan baru terkait 
Selat Hormuz akan dibuat 
dalam kerja sama dan kemi-
traan dengan Oman.

Iran dan Oman yang ter-
letak di kedua sisi selat 
telah membentuk komite 
bersama untuk menentukan 
bagaimana jalur air strategis 
ini akan dikelola. CNN

PIALA Presiden 2026 undang tiga klub ASEAN. FOTO: CNNINDONESIA/MUHAMMAD IKHWANUDDIN
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Rendahnya capaian ter-
sebut dipengaruhi berbagai 
faktor, mulai dari belum 
tertibnya penyusunan daftar 
arsip, rendahnya peman-
faatan aplikasi Sistem In-
formasi Kearsipan Dinamis 
Terintegrasi (SRIKANDI), 
hingga keterbatasan kompe-
tensi sumber daya manusia 
(SDM) di bidang kearsipan.

Sebagai langkah perbai-
kan, Dinas Perpustakaan 
dan Kearsipan (Dispusaka) 
Provinsi Sulawesi Tengah 
menggelar Diklat Penge-
lolaan Kearsipan Tahun 2026 
yang dibuka secara daring 
oleh Sekretaris Provinsi Su-
lawesi Tengah, Dr. Novali-
na, M.M., Senin (6/7/2026).

Kegiatan yang berlangs-
ung hingga 6 Agustus 2026 
tersebut dilaksanakan den-
gan metode hybrid, mema-
dukan pembelajaran daring 
dan tatap muka di Kantor 
Dispusaka Sulteng. Pelaksa-
naannya berkolaborasi den-
gan Badan Pengemban-
gan Sumber Daya Manusia 
(BPSDM) Provinsi Sulawesi 
Tengah sebagai bagian dari 
peningkatan kapasitas apa-
ratur sipil negara melalui 
sistem Learning Manage-
ment System (LMS).

Pada hari pertama pe-
laksanaan, peserta langsung 
mengikuti pre-test secara 
daring yang dipandu tim 
penilai, termasuk Tasnima, 
S.E., untuk mengukur ke-
mampuan awal sebelum 
memasuki materi inti.

Dalam arahannya, Sekre-
taris Provinsi Sulawesi Ten-
gah menegaskan bahwa 
arsip bukan sekadar kum-
pulan dokumen, melainkan 

instrumen penting dalam 
mendukung tata kelola pe-
merintahan yang akuntabel.

Menurut Novalina, arsip 
memiliki sedikitnya lima 
fungsi strategis, yakni se-
bagai perekam memori ko-
lektif, bukti autentik penye-
lenggaraan pemerintahan, 
sumber informasi berkelan-
jutan, dasar pengambilan 
keputusan, serta dokumen 
pertanggungjawaban hu-
kum.

"Saya sering terkendala 
menyelesaikan masalah ha-
nya karena persoalan arsip. 
Ketika dokumen terdahulu 
bisa 'bercerita', kita akan 
lebih mudah menganalisis 
masalah hingga melahirkan 
keputusan yang solutif," 
kata Novalina.

Ia mengatakan, pengala-
man tersebut menjadi pela-
jaran penting bahwa penge-
lolaan arsip tidak boleh lagi 
dipandang sebagai peker-
jaan administratif semata. 
Sebaliknya, arsip harus 
menjadi bagian dari sistem 
pengambilan kebijakan yang 
mampu menghadirkan data 
dan informasi yang valid.

Karena itu, Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Tengah 
mendorong percepatan pe-
ningkatan kompetensi se-
kitar 80 arsiparis Pegawai 
Pemerintah dengan Perjan-
jian Kerja (PPPK) yang baru 
bergabung di lingkungan 
pemerintah provinsi.

Sementara itu, Ketua Pani-
tia yang juga Kepala Bidang 
Pengolahan dan Pemanfaat-
an Arsip Dispusaka Pro-
vinsi Sulawesi Tengah, Jely 
Rompas, S.Sos., M.Adm.KP., 
menjelaskan diklat diikuti 

Novalina

Dispusaka Sulteng 
Latih Arsiparis 

Tingkatkan 
Indeks Kearsipan

SULTENG RAYA – Tata kelola kearsipan di 
lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Tengah masih menjadi pekerjaan rumah. Ha-
sil evaluasi internal menunjukkan mayoritas 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum 
memenuhi standar nasional pengelolaan 
arsip. Sebanyak 12 OPD masih memperoleh 
predikat C, sementara 29 OPD lainnya bera-
da pada predikat D dalam Indeks Kearsipan 
Daerah.

perwakilan dari 16 OPD 
yang dibagi dalam empat 
angkatan.

Setiap angkatan akan 
menjalani skema pembela-
jaran berupa dua hari pen-
dalaman materi dan tiga hari 
praktik pengelolaan arsip. 
Materi disampaikan oleh ar-
siparis senior, pendamping 
teknis Dispusaka, serta prak-
tisi kearsipan profesional.

Usai mengikuti pelati-
han, seluruh peserta akan 
kembali ke perangkat dae-
rah masing-masing untuk 
mengimplementasikan ilmu 
yang diperoleh dalam pe-
nataan arsip dan penguatan 
tata kelola administrasi.

Melalui program tersebut, 
Pemerintah Provinsi Sula-
wesi Tengah menargetkan 
peningkatan kualitas penge-
lolaan arsip di seluruh OPD. 
Perbaikan itu diharapkan 
berdampak pada kenaikan 
Indeks Kearsipan Daerah 
pada pengawasan berikut-
nya, sehingga capaian yang 
saat ini masih didominasi 
predikat C dan D dapat me-
ningkat menuju predikat B, 
BB, bahkan A.

Dispusaka Sulteng opti-
mistis peningkatan kompe-
tensi aparatur akan menjadi 
fondasi dalam mewujudkan 
birokrasi yang tertib arsip, 
profesional, dan akuntabel 
sesuai standar nasional. ENG

SULTENG RAYA-Wa-
li Kota Palu H. Hadianto 
Rasyid, mengapresiasi atas 
capaian kontingen Utsawa 
Dharma Gita atau UDG Kota 
Palu yang berhasil meraih 
juara umum pada ajang 
tingkat Provinsi Sulawesi 
Tengah tahun 2026.

Apresiasi tersebut disam-
paikan saat menerima kun-
jungan silaturahmi kont-
ingen UDG Kota Palu di 
Rumah Jabatan Wali Kota, 
Senin (6/7/2026).

Wali Kota Palu menyam-
paikan rasa bangga dan 
terima kasih kepada seluruh 
peserta, pelatih, serta pem-
bina yang telah menghar-
umkan nama Kota Palu di 
kancah provinsi. Menurut-
nya, prestasi ini merupakan 
bukti nyata pembinaan ke-
agamaan dan seni budaya 
Hindu di Kota Palu berjalan 
dengan baik.

“Atas nama Pemerintah 
Kota Palu, saya mengucap-
kan selamat kepada seluruh 
kontingen. Ini bukan hanya 
kemenangan untuk tim, 
tetapi juga kebanggaan bagi 
seluruh masyarakat Kota 
Palu,” ujar Hadianto.

Harapannya, capaian se-
bagai juara umum ini dapat 
menjadi motivasi untuk 
terus meningkatkan kualitas 

WALI Kota Palu H. Hadianto Rasyid foto besama dengan kontingen Utsawa Dharma Gita usai perte-
muan di Rumah Jabatan Wali Kota, Senin (6/7/2026). FOTO: IST

Kontingen UDG Kota Palu Raih 
Juara Umum Tingkat Provinsi

pembinaan. Ia juga men-
dorong kontingen untuk 
mempersiapkan diri lebih 
matang agar mampu berpre-
stasi di tingkat nasional dan 
membawa nama Sulawesi 
Tengah.

“Pertahankan prestasi 
ini. Jadikan kemenangan 
sebagai pijakan untuk me-
langkah lebih jauh. Pemer-
intah Kota Palu akan terus 
mendukung kegiatan kea-
gamaan yang membangun 
karakter dan persatuan,” 
tambahnya.

Sementara i tu,  Made 
Muliawan, Ketua Lembaga 
Pembinaan dan Pengemban-
gan Dharma Gita atau LPDG 
Kota Palu menyampaikan 
terima kasih atas dukungan 
penuh Pemerintah Kota Palu 
selama proses pembinaan 
hingga pelaksanaan lomba.

Ia menjelaskan, keberha-
silan ini adalah hasil kerja 
keras seluruh pelatih, pen-
damping, dan peserta yang 
telah berlatih sejak beberapa 
bulan terakhir.

“Kami bersyukur atas 

dukungan Bapak Wali Kota 
dan seluruh pihak. Target 
kami selanjutnya adalah 
menjaga kekompakan tim 
dan meningkatkan kualitas 
agar bisa mewakili Sulteng 
dengan maksimal di tingkat 
nasional,” ungkap Made 
Muliawan.

Kunjungan silaturahmi 
ini juga dirangkaikan den-
gan penyerahan piala dan 
laporan hasil perlombaan 
UDH Tingkat Provinsi Sul-
teng 2026 kepada Wali Kota 
Palu. *ENG

SALAH satu kontingen telah tiba di Kota Palu mengikuti kegiatan Pekan Olahraga, Riset, dan Orna-
men Senin, Indonesia Timur (Poros Intim) di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Senin 
(6/7/2026). FOTO: ANT/HO-HUMAS UIN DATOKARAMA PALU

Sebanyak 500 Mahasiswa Ikuti 
Poros Intim di UIN Datokarama Palu

SULTENG RAYA- Seba-
nyak 500 mahasiswa/maha-
siswi dari berbagai Perguru-
an Tinggi Keagamaan Islam 
Negeri (PTKIN) mengikuti 
Pekan Olahraga, Riset, dan 
Ornamen), Indonesia Timur 
(Poros Intim) di Universitas 
Islam Negeri (UIN) Datoka-
rama Palu.

Ketua Panitia Poros Intim 
IV Dr Mohammad Djamil 
Kota Palu, Senin (6/7/2026), 
mengemukakan seluruh 
kontingen dari PTKIN se-In-
donesia Timur, Nusa Teng-
gara Barat (NTT), Sulawesi, 
Maluku, Maluku Utara, dan 
Papua, telah tiba di ibu kota 
Sulawesi Tengah (Sulteng).

"Para mahasiswa, dosen 
dan tenaga kependidikan 
(official), serta pimpinan PT-
KIN sudah berada di Palu," 
kata dia.

Ia menjelaskan Poros In-
tim IV dilaksanakan selama 
enam hari mulai 6-11 Juli 
2026 di Kampus UIN Dato-
karama, yang mana kegiatan 
itu mempertandingkan ber-
bagai cabang olahraga, seni 
dan riset.

Cabang olahraga terdiri 
dari futsal, bulu tangkis, 
tenis meja, sepak takraw, 
taekwondo, pencak silat. 
Kemudian cabang riset ter-
diri dari, karya tulis ilmiah 
Al Quran, karya tulis ilmiah 
hadits.

Cabang ornamen seni ter-
diri dari, MTQ, MHQ, MQQ, 
Pop Solo Islami, Nasyid, 
Kaligrafi, Pidato Tausiah, 
dan Debat Konstitusi.

"Official dari seluruh PT-
KIN pada masing-masing 
cabang lomba sedang men-
gikuti technical meeting. 
Dijadwalkan pembukaan 
pada Senin malam," ujarnya.

Ia mengatakan pembu-
kaan kegiatan tersebut turut 
dihadiri sejumlah pejabat 
Kementerian Agama (Ke-
menag) RI, salah satunya 
Sekretaris Jenderal (Sekj-
en) Kemenag Kamaruddin 
Amin.

Tujuan Poros Intim, lan-
jutnya, untuk membangun 
kolaborasi, mempererat si-
laturahmi dan mengem-
bangkan prestasi mahasiswa 
PTKIN di kawasan Timur 
Indonesia.

Pada jalur pengemban-
gan prestasi, kegiatan itu 
menjadi wadah kompetisi 
dan mengasah potensi ma-
hasiswa di bidang olahraga, 
riset/akademik, dan seni, 
kemudian mempertemukan 
sivitas akademika lintas 
kampus untuk bertukar 
gagasan dan memperluas 
jejaring.

"Semangat sportivitas har-
us ditanamkan dalam setiap 
kompetisi. Sebagai tuan ru-
mah, kami memaksimalkan 
pelayanan kepada seluruh 
peserta," kata Djamil. ANTFOTO; Kondisi kampus UIN Datokarama Palu

UIN Palu Siapkan Fasilitas Pelaku UMKM 
Berdagang Selama Poros Intim

SULTENG RAYA - Uni-
versitas Islam Negeri (UIN) 
Datokarama Palu menyiap-
kan fasilitas untuk para pe-
laku Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM) untuk 
menjual produk unggulan 
selama pelaksanaan Pekan 
Olahraga, Riset dan Ornamen 
Seni, se-Indonesia Timur 
(Poros Intim) IV mulai 6 - 11 
Juli 2026. 

Ketua Panitia Poros Intim 
IV Doktor Mohammad Dja-
mil M Nur, mengemukakan 
bahwa penyediaan fasilitas 
bagi pelaku UMKM selama 
Poros Intim, merupakan ko-
mitmen UIN Datokarama 
membantu masyarakat me-
nengah ke bawah.

"Sesuai arahan Rektor UIN 
Datokarama Profesor Luk-
man bahwa, Poros Intim 
harus mengakomodir pela-
ku usaha menengah ke ba-
wah untuk menjual produk, 
sebagai bentuk implemen-
tasi kampus berdampak," 
ucap Doktor Djamil, Senin 
(6/7/2026). Saat ini, kata Dok-
tor Djamil, terdapat 17 pelaku 
UMKM yang telah mendaftar 
dan telah diberikan fasilitas 
pendukung seperti listrik 
untuk memasarkan produk 
unggulan.

"Jika masih ada pelaku 
UMKM yang mendaftar, 
maka kami memberikan 
ruang dan fasilitas untuk 

mempromosikan produk," 
ujarnya. Selama gelaran Poros 
Intim, area kampus UIN 
Datokarama akan disulap 
menjadi pusat perputaran 
ekonomi yang dinamis. Pihak 
kampus telah mendesain tata 
letak stand dan lapak yang 
rapi, aman, dan mudah diak-
ses oleh para pengunjung, 
atlet, serta official. 

"Kami ingin Poros Intim ti-
dak hanya menjadi panggung 
prestasi olahraga dan seni, 
tetapi juga menjadi berkah 
musiman bagi para pelaku 
UMKM di Kota Palu dan 
sekitarnya. Fasilitas tempat 
dan penunjang lainnya sudah 
kami skenariokan dengan 
matang," kata Doktor Dja-
mil. Dengan hadirnya 500 
mahasiswa dari Perguruan 
Tinggi Keagamaan Islam 
Negeri (PTKIN) se-Indone-
sia Timur, perputaran uang 
selama event ini diprediksi 
melonjak tajam. Produk-pro-
duk UMKM diperkirakan 
akan menjadi primadona 
yang diburu para kontingen 
PTKIN.

Melalui sinergi antara du-
nia akademik dan sektor 
UMKM ini, UIN Datokarama 
menegaskan perannya seba-
gai kampus yang tidak hanya 
mencetak generasi inklusif 
secara intelektual, tetapi juga 
berdampak sosial-ekonomi 
bagi masyarakat sekitar.*ENG


